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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

TATA CARA PENILAIAN PELAYANAN KINERJA PADA UNIT PELAYANAN

Unit Pelayanan Publik. Pencabutan.

NOMOR PM 49 TAHUN 2018
TENTANG

PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

KEMENHUB. Tata Cara Penilaian Kinerja Pada

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 877), perlu diatur dan ditetapkan
mengenai tata cara penilaian kinerja internal untuk
unit pelayanan publik di Lingkungan Kementerian
Perhubungan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penilaian
Kinerja Pada Unit Pelayanan Publik di Lingkungan

Kementerian Perhubungan;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
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10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4722);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun
2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 191);
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Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola
Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan
Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 63);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 877);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2017
tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 324 );

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun
2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan
Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa

www.peraturan.go.id



2018, No.729

Menetapkan

Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1385);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA
CARA PENILAIAN KINERJA PADA UNIT PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan  dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,
dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh

penyelenggara pelayanan publik.

. Penyelenggara Pelayanan Publik, yang selanjutnya disebut

Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara
negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk
berdasarkan undang undang untuk kegiatan pelayanan
publik, dan badan hukum lain yang di bentuk untuk
kegiatan pelayanan publik.

. Penilaian kinerja adalah suatu proses penilaian dan

pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau
unit-unit kerja dalam satu organisasi sesuai dengan

instrumen yang ditetapkan.

. Pelayanan prima adalah pelayanan berkualitas, cepat,

mudah, terjangkau, dan terukur yang diberikan oleh

penyelenggara layanan kepada penerima.

. Desk evaluation adalah penelaahan terhadap dokumen

penyelenggaraan pelayanan publik.

. Observasi lapangan adalah pengamatan langsung

dilapangan.
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Kuesioner adalah alat riset atau survei yang terdiri atas
serangkaian pertanyaan tertulis atau daftar pertanyaan,
bertujuan mendapatkan tanggapan dari kelompok orang

terpilih melalui wawancara pribadi atau melalui pos.

. Wawancara adalah tanya jawab antara evaluator dan

sumber informasi penyelenggara pelayanan yang sedang

di evaluasi.

. Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan

untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan
kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di
Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek
Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek
Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan
Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Kebijakan Pelayanan adalah visi, misi, komitmen, itikad
dan perilaku organisasi yang terlembagakan dalam
bentuk aturan, mekanisme, atau proses yang dijalankan
organisasi sebagai upaya untuk mencapai kualitas
pelayanan tertentu sesuai tujuan pemberian pelayanan
publik.

Profesionalisme Sumber Daya Manusia adalah standar
kualifikasi, capaian kualitas dan kinerja personel pemberi
layanan publik yang dibangun institusi penyelenggara
pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang
prima (terbaik).

Sarana Prasarana adalah sarana prasarana pendukung
pemberian pelayanan publik baik berupa fasilitas, tempat
maupun perlengkapan tertentu yang menunjang
pelayanan publik yang diberikan.

Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian
kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan
informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari
penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam
bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile,
bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan

secara manual ataupun elektronik.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

(1)

Konsultasi adalah mekanisme interaktif antara pemberi
layanan dan pengguna layanan untuk menyelesaikan
persoalan tertentu baik sebelum atau pada saat

pelayanan diberikan.

Pengaduan adalah  penyampaian keluhan  yang
disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan
pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak
sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian
kewajiban dan/atau  pelanggaran larangan oleh
penyelenggara.

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis
pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif
orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan
manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun
tidak langsung.

Pejabat Eselon I adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur
Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan di
lingkungan Kementerian Perhubungan.

Unit Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Unit
Pelaksana Teknis Pelayanan Publik yang disingkat dengan
UPT Pelayanan Publik adalah unit kerja di lingkungan
Kementerian Perhubungan yang secara struktural
mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi
Kementerian Perhubungan baik di Pusat maupun di
Daerah dalam pelayanan publik di bidang transportasi.
Kementerian adalah Kementerian Perhubungan.

Menteri adalah Menteri Perhubungan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2
Peraturan Menteri ini disusun sebagai petunjuk bagi
penilai dalam melakukan penilaian kinerja Unit
Pelaksana Teknik Pelayanan Publik (UPT Pelayanan
Publik) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, untuk

memahami:
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a. tujuan Penilaian Kinerja dan penetapan ruang
lingkup;

b. strategi penilaian dan metodologi Penilaian Kinerja;

c. proses pengolahan data dan penyusunan Laporan
Hasil Penilaian Kinerja;dan

d. mekanisme pelaporan.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini untuk:

a. menjamin penilaian kinerja unit penyelenggara
pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan
obyektif, transparan, dan akuntabel; dan

b. meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam
penyelenggaraan pelayanan publik di bidang
transportasi di lingkungan Kementerian.

Sasaran penilaian kinerja UPT Pelayanan Publik untuk

menghasilkan pemeringkatan sebagai dasar perbaikan

penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3
Ruang lingkup Pedoman Penilaian Kinerja Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik ini meliputi 6 (enam)
aspek, yaitu:
a. kebijakan pelayanan;
b. profesionalisme SDM;
Cc. sarana prasarana;
d. sistem informasi pelayanan publik;
e. konsultasi dan pengaduan; dan
f.  inovasi pelayanan.
Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara
pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pelayanan publik, meliputi:
a. Kebijakan Pelayanan;
b. Profesionalisme SDM;
c. Sarana Prasarana;

d. Sistem Informasi Pelayanan Publik; dan
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(1)

(2)

€.

Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi.

Pasal 4

Untuk menilai masing-masing aspek sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3, disusun sejumlah indikator

yang dikelompokan untuk mempermudah identifikasi

pengaruhnya terhadap aspek yang dievaluasi.

Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun

berdasarkan prinsip-prinsip mengenai pelayanan publik,

yang terdiri atas:

a.

Keadilan (Fairness) merupakan kondisi dimana
kebijakan dan  pemberian layanan  publik
memberikan kesamaan hak dan persamaan
perlakuan bagi semua orang (tanpa diskriminatif)
terhadap status, ras, agama maupun jenis kelamin,
namun memberikan perlakuan khusus bagi
kelompok masyarakat rentan, mencerminkan
keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap
orang, serta memberikan kepastian hukum,;
Partisipasi  (participation) merupakan  tingkat
keterlibatan (peran serta) masyarakat dalam
pembuatan kebijakan, perencanaan, implementasi
serta monitoring (pengawasan) dan evaluasi
pelayanan publik. Termasuk peran serta
penyusunan standar pelayanan dan pemberian
penghargaan;

Akuntabilitas (accountability) merupakan kondisi
dimana pejabat, lembaga dan organisasi pelayan
publik bertanggungjawab atas tindakan-
tindakannya serta responsif terhadap publik;
Transparansi (transparency) merupakan kondisi
dimana keputusan yang diambil oleh pejabat
pelayan publik serta proses pelayanan terbuka
kepada publik untuk memberi masukan, memonitor
dan mengevaluasi serta kondisi dimana informasi
publik tersebut tersedia maupun dapat diakses oleh

publik. Dengan demikian publik sebagai pemanfaat
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layanan, lebih memahami hak dan
tanggungjawabnya;

e. Berdayaguna (useful) merupakan kondisi dimana
kebijakan dan program pelayanan publik telah
mengutamakan kepentingan umum, telah
menggunakan sumberdaya manusia, keuangan dan
waktu secara optimal dan ekonomis (efficiency),
serta telah dicapai sesuai dengan tujuan yang
diharapkan (effectiveness);

f.  Aksesibilitas (accessibility) merupakan kondisi
dimana kebijakan dan program pelayanan publik
mudah, sederhana (tidak birokratis dan berbelit),
murah, dan terjangkau, oleh semua lapisan
masyarakat baik dari sisi strata sosial ekonomi
maupun kewilayahan.

Uraian lebih lanjut mengenai aspek, indikator, dan bobot

indek pelayanan publik sebagaimana tersebut pada ayat

(2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

yang tidak dapat dipisahkan Peraturan Menteri ini.

Penentuan bobot penilaian sebagaimana tersbeut pada

ayat (3) berdasarkan hasil Diskusi Kelompok Terpumpun

(Focus Group Discussion) dengan pengelola pelayanan

publik dan para ahli.

BAB IV
TEKNIK, MEKANISME, DAN METODE PENILAIAN

Bagian Pertama

Teknik Penilaian

Pasal 5
Teknik penilaian kinerja UPT Pelayanan Publik dilakukan
dengan cara:
a. Desk evaluation,
b. Observasi lapangan;
Kuisioner; dan/atau

d. Wawancara.
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(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

-10-

Hasil pengolahan data kuesioner penilaian merupakan
komposit dari berbagai data, baik data primer dan

sekunder serta data obyektif maupun persepsi.

Pasal 6

Kuisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1),

dilakukan pengisian dengan menggunakan 3 (tiga) jenis

kuisioner yang divalidasi menggunakan teknik observasi
dan wawancara untuk memperoleh data yang obyektif
dan akuntabel.

3 (tiga) jenis kuisioner sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menggunakan instrumen yang terdiri atas:

a. instrumen pertama diperuntukan dan diisi oleh UPT
Pelayanan Publik yang menjadi lokus penilaian,
untuk memperoleh data perspektif;

b. instrumen kedua diisi oleh evaluator atau penilai
berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dengan
menggunakan seluruh metodologi yang diperlukan,
untuk memperoleh data objektif;

c. instrumen ketiga diisi oleh pengguna layanan
berdasarkan pengalaman yang bersangkutan dalam
menerima pelayanan, untuk memperoleh data
persepsi.

Pengisian instrumen pertama sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a, harus dilakukan sesuai dengan

kondisi riil yang menggambarkan UPT Pelayanan Publik
dan harus dilengkapi dengan bukti dukung.

Pengisian instrumen kedua sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b, dilakukan dengan melakukan

pengamatan dalam ruang pelayanan serta melihat data
dukung yang diperlukan.

Penyelenggara pelayanan dan/atau evaluator dilarang

mempengaruhi responden dalam pengisian instrumen

ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

Ketentuan lebih lanjut mengenai aspek, indikator,

instrumen tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Bagian Kedua

Mekanisme Penilaian

Pasal 7

Mekanisme pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja UPT

Pelayanan Publik meliputi 3 (tiga) tahapan, yaitu:

a. tahap perencanaan,;

b. tahap pelaksanaan; dan

c. tahap pelaporan.

Tahap Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, terdiri atas:

a. menentukan lokus penilaian yang ditetapkan oleh
Menteri;

b. menyusun rencana penilaian dengan
memperhatikan hal berikut:

1) menentukan objek atau unit layanan yang akan
dinilai;

2) pengumpulan data atau informasi awal,

3) waktu yang diperlukan dalam = proses
pelaksanaan penilaian,;

4) periode penilaian atau rentang waktu tertentu
penyelenggaraan pelayanan publik yang akan
dinilai;

5) hasil penilaian dituangkan dalam Kertas Kerja
Penilaian.

Tahap Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, terdiri atas:

a. menjelaskan maksud dan tujuan penilaian kepada
unit penyelenggara pelayanan publik yang
merupakan lokus penilaian dan/atau pihak terkait
lainnya dalam bentuk entry meeting (pertemuan
pendahuluan);

b. melaksanakan dan/atau mengembangkan teknik
penilaian sesuai dengan metodologi yang telah
ditentukan;

c. mengolah dan menganalisa data;
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(4)
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d. menjelaskan hasil pengamatan atau observasi
kepada unit penyelenggara pelayanan publik yang
merupakan lokus penilaian dan/atau pihak terkait
lainnya dalam bentuk exit meeting (pertemuan
akhir);

e. membuat berita acara penilaian yang ditandatangani
tim penilai dan perwakilan unit layanan.

Tahap Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c, terdiri atas hasil dari evaluasi penilaian kinerja

UPT Pelayanan Publik dituangkan dalam Laporan Hasil

Penilaian (LHP) yang memuat hasil pengisian instrumen

penilaian.

Bagian Ketiga

Metode Penilaian

Pasal 8

Metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil penilaian

diperoleh melalui kuesioner yang dibangun berdasarkan hasil

perpaduan antara prinsip dan aspek, yaitu:

a.

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam
memberikan pelayanan publik; dan

aspek yang harus dipenuhi oleh UPT Pelayanan Publik
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
BAB V
PENGHITUNGAN INDEKS PELAYANAN PUBLIK

DAN ANALISIS DATA

Pasal 9

Penentuan nilai indeks dilakukan melalui tahapan sebagai

berikut:

a. menentukan Nilai Untuk Setiap Indikator;

b. menentukan Nilai Setiap Aspek; dan

c. menentukan Indeks.
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Pasal 10
Setelah diperoleh nilai indeks, maka langkah berikutnya
yaitu:
a. melakukan analisis; dan
b. penyimpulan data.
Penyimpulan data dilakukan untuk mengetahui kinerja
unit penyelenggara pelayanan publik.
Nilai indeks yang diperoleh dari hasil penyimpulan data
diklasifikasikan dalam 9 (sembilan) kategori sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
PELAKSANAAN PENILAIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11
Pelaksanaan penilaian dilakukan setiap 1 (dua) tahun
sekali kepada UPT Pelayanan Publik di lingkungan
Kementerian Perhubungan.
Pelaksanaan penilaian sebagaimana ayat (1), dilakukan
kegiatan evaluasi berdasarkan hasil rekomendasi tim

penilai yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 12
Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 dilaksanakan oleh Tim Penilai yang terdiri
dari pejabat di Kementerian Perhubungan,
lembaga/kementerian  terkait, akademisi, jurnalis
dan/atau profesional di bidang transportasi;
Tim Penilai sebagaimana pada ayat (1), ditetapkan oleh

Menteri dengan Keputusan Menteri tersendiri.
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Bagian Ketiga

Kategori Penilaian

Pasal 13
Kategori jenis pelayanan publik bidang transportasi
terbagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu :
a. Kategori pelayanan publik bidang transportasi darat;
b. Kategori pelayanan publik bidang transportasi kereta
api;
c. Kategori pelayanan publik bidang transportasi laut;
dan
d. Kategori pelayanan publik bidang transportasi
udara.
Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas jenis:
a.pelayanan jasa publik, yaitu pelayanan yang
menghasilkan berbagai bentuk jasa untuk keperluan
masyarakat yang dilakukan oleh wunit kerja di
Kementerian yang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara; dan
b. pelayanan administratif, yaitu tindakan administratif
Kementerian yang diwajibkan oleh negara dan diatur
dalam peraturan perundang-undangan di bidang
transportasi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori jenis pelayanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Penetapan Hasil Penilaian

Pasal 14

Hasil penilaian pelayanan prima ini menjadi dasar bagi
Kementerian Perhubungan untuk melakukan pemeringkatan

kepada unit penyelenggara pelayanan publik sektor
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transportasi dengan menggunakan rumus dalam Lampiran V

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Bagian Kelima

Kategori Penghargaan

Pasal 15

Hasil akhir dari penilaian kinerja unit pelayanan publik

dikelompok kategori penghargaan sebagai berikut:

a.
b.

C.

(1)

(2)

(3)

(4)

Prima Utama : 4,51 - 5,00
Prima Madya : 3,51 - 4,50
Prima Pratama : 2,51 - 3,50

BAB VII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

Menteri wajib melakukan pengawasan penyelenggaraan
dan pelaksanaan kegiatan penilaian pelayanan publik di
Kementerian melalui aparat pengawasan internal
Kementerian.

Menteri harus memfasilitasi masyarakat baik organisasi
kemasyarakatan, kelompok masyarakat, maupun
perorangan dalam melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan penyelenggaraan dan penilaian pelayanan
publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pengadaan barang/jasa.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan,
evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing

system.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan sejak perencanaan, persiapan, dan

pelaksanaan penilaian pelayanan publik.
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(5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan
penilaian pelayanan publik.

(6) Sekretaris Jenderal melalui Kepala Pusat Pengelolaan
Transportasi Berkelanjutan (Kepala PPTB) menyampaikan
laporan pelaksanaan kegiatan kepada Menteri.

(7) Kepala PPTB Kementerian melakukan evaluasi atas
pelaksanaan kegiatan penilaian paling sedikit 1 (satu)

kali dalam setiap tahun.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 17
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan
penilaian pelayanan publik di lingkungan Kementerian
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Kementerian.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18
Tata cara penilaian pelayanan publik dalam Peraturan Menteri
ini dapat digunakan oleh Kementerian untuk melakukan
penilaian kinerja selain UPT Pelayanan Publik Kementerian
Perhubungan dengan pertimbangan:
a. adanya pengaduan dari masyarakat;
b. ditetapkan oleh Menteri; dan
c. merupakan unit penyelenggara pelayanan publik di

bidang transportasi.
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penilaian Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik di
Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1915), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2018
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAM MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 49 TAHUN 2018

TENTANG

2018, No.729

TATA CARA PENILAIAN PELAYANAN KINERJA

PADA UNIT PELAYANAN PUBLIK

DI

LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

A. ASPEK, INDIKATOR DAN BOBOT INDEKS PENILAIAN PELAYANAN PUBLIK

ASPEK

BOBOT

ASPEK 1.

KEBIJAKAN PELAYANAN

25%

Kelompok
1

Standar Pelayanan

Indikator:

1.1.1. Tersedia Standar Pelayanan (SP) yang menjadi
acuan dalam pemberian pelayanan kepada publik

1.1.2. Tersedia Standar Pelayanan (SP) yang menjadi
acuan dalam pemberian pelayanan kepada publik (Per
Jenis Layanan)

1.1.3. Sistem antrian

1.1.4. Proses penyusunan SP telah melibatkan masyarakat
dan pihak terkait (stakeholder)

1.1.5. Tersedia dokumentasi tentang SP yang ditetapkan,
dan dipublikasikan.

1.1.6. Kesesuaian SP dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

1.1.7. Informasi atas Standar Pelayanan dapat diakses
dengan mudah untuk diketahui dan dipahami oleh
masyarakat.

1.1.8. Tersedia SP yang tepat guna. (Substansi/Isi SP)

Kelompok
2

Maklumat Pelayanan

Indikator:

1.2.1.Tersedia Maklumat Pelayanan yang dipublikasikan
kepada seluruh lapisan masyarakat

Kelompok
3

Survei Kepuasan Masyarakat

Indikator:

1.3.1. Tingginya keterlibatan pengguna layanan dalam
pengisian SKM

1.3.2. Informasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang
diketahui seluruh lapisan masyarakat.

1.3.3. Tindak lanjut hasil SKM dan kedalaman ruang
lingkup.

1.3.4. Kecepatan tindak lanjut hasil SKM

ASPEK 2.

PROFESIONALISME SDM

18%

Kelompok
1

Kompetensi
Indikator:
2.1.1. Tersedia Pelaksana Layanan dengan kompentensi
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ASPEK BOBOT
sesuai kebutuhan jenis layanan

Kelompok | Respomnsifitas

2 Indikator:

2.2.1. Pelaksana layanan yang responsif waktu.

2.2.2. Kesigapan petugas dalam memberikan layanan

{kecepatan)

Kelompok | Kode Etik

3 Indikator:
2.3.1. Tersedia Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelaksana
Layanan.

Kelompok | Penghargaan dan Sanksi

4 Indikator:

2.4.1. Pemberian Penghargaan.
2.4.2. Pemberian Sanksi.
Kelompok | Budaya Pelayanan

) Indikator:
2.5.1 Budaya Pelayanan.
ASPEK 3 | SARANA DAN PRASRANA PELAYANAN PUBLIK 15%
Kelompok | Parkir dan Ruang Tunggu
1 Indikator:

3.1.1. Tersedia tempat parkir yang aman, nyaman dan
mudah diakses.

3.1.2. Tersedia sarana ruang tunggu yang nyamarn.
3.1.3. Tersedia sarana toilet khusus pengguna layanan
yang bersih, sehat dan memadai

Kelompok | Sarpras bagi yang berkebutuhan khusus

2 Indikator:

3.2.1. Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan
yang berkebutuhan khusus

Kelompok | Sarana Penunjang Lain

3 Indikator:

3.3.1. Tersedia sarana prasarana penunjang lainnya:
Ruang Laktasi/ nursery, arena bermain anak, kantin/
photocopy/ toko ATK.

Kelompok | Sarana Front Office

4 Indikator:

3.3.1. Tersedia sarana front office untuk layanan
konsultasi dan informasi tatap muka.

3.3.2. Tersedia sarana front office untuk layanan
pengaduan tatap muka.

ASPEK 4. | SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK 15%
Kelompok | Sistem Informasi Elektronik
1 Indikator:

4.1.1. Sistem informasi pelayanan publik untuk informasi

publik.
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ASPEK

BOBOT

4.1.2. Sistem informasi pelayanan publik pendukung
operasional pelayanan.

4.1.3. Kepemilikan situs dan Pengelola Situs

4.1.4. Pemutakhiran data dan informasi situs.

Kelompok
2

Sistem Informasi Non Elektronik

Indikator:

4.2.1. Tersedia informasi non elektronik yang mendukung
pelayanan yang diketahui seluruh lapisan masyarakat

ASPEK 5

KONSULTASI DAN PENGADUAN

15%

Kelompok
1

Konsultasi
Indikator:

5.1.1. Tersedia sarana dan media konsultasi layanan yg
bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat

5.1.2. Tersedia rubrik, dokumentasi, dan publikasi
konsultasi yang mudah diakses.

Kelompok
2

Pengaduan

Indikator:

5.2.1. Tersedia sarana dan media pengaduan yg bisa
dimanfaatkan semua lapisan masyarakat.

5.2.2. Tersedia rubrik, dokumentasi, dan publikasi
proses/hasil pengaduan yang mudah diakses.

ASPEK 6

INOVASI DAN PRESTASI

12%

Kelompok
1

Inovasi

Indikator:

Inovasi ini merupakankesatuanindikatordari berbagai
prinsip. Dengan demikian Inovasi bisamerupakan
upaya yang meliputi satu atau gabungan
beberapaprinsip dalam satu kesatuaninovasi.Inovasi
ini merupakan aspek sekaligus indikatoryang
berupayamenerapkan prinsip- prinsip pelayanan
publik namun belum terpotret secara spesifik
dalamindikatoryang diperlakukansama sebagaimana
kelompok indikator/padaaspek Isampai V.

Kelompok
2

Prestasi

Indikator:

Penghargaan yang diperoleh oleh UPP baik tingkatt
daerah, nasional maupun internasional
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B. FORM ISIAN KUISIONER SELF ASSESSMENT (FORM 01)

7N

AR LEMBARPENILAIANKINERJ
Anmi A UNITPENYELENGGARA F-01

!" PELAYANANPUBLIK(UPP)

Form IsianUPP

Unlt Pelayanan R R TP P TP T P TP T U PP
Kabupaten/ Kota R R R R R TR TP R TP R R PR

Pl"OViIlSi I

PETUNJUK SINGKAT PENGISIAN KUESIONER

1. Responden wajib mengisi penilaian secara objektif sesuai dengan kondisi
riil UnitPenyelenggara Pelayanan.
2
Dalamkuesionerinimemilikibeberapajenispertanyaan.Mohonuntukme
mperhatikan beberapahal berikut:

a.

Terdapatpertanyaanyangmembutuhkanjawabanlebihdaril(satu).Silak
anuntuk memilih jawaban yangpalingsesuai.

b.

Terdapatpertanyaanpilihan.Silakanuntukmemilih 1 (satu)jawabanyang
palingsesuai.

c. Pertanyaanterbuka.
Saudaradimintauntukmenuliskanjawaban(deskripsijyangdapatmengga
mbarkankondisiriil unitSaudara.

3. Beberapa pertanvaan membutuhkan bukti dukung, kami mohon agar
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KEBIJAKAN PELAYANAN

STANDAR PELAYANAN

1. (1.a.K1) TersediaStandar Pelayanan (SP) yang menjadi acuan dalam
pemberian pelayanankepadapublik
PenetapanketentuanStandar Pelayanantelahdibuatterhadapsemuajenis

pelayananyang ditetapkan, dansesuaiasas sertakomponenstandar
pelayanan publik yangberlaku.

a. Sebutkankomponenstandarpelayanan(SP)servicedeliveryyang
dimiliki oleh unit penyelenggaraanpelayananpublik?

() Komponen

Syarat

Prosedur

Waktu

Biaya

Produk
PengelolaanPengaduan

b.
JikaUPPtelahmemilikiseluruhkomponentersebut,makaapakahsud
ah dilakukanpenetapanSP?

Ya [ 1] Tidak [ 1

c.Berapa persenjenis pelayananyangsudahdibuatkanSP?(diisi)

d. ApakahSPtelahdibuatsesuaiasassertakomponenstandarpelayanan
publik yangberlaku

Ya [ 1] Tidak [ 1

Lampirkan dokumenSPyang telah ditetapkan (14komponen)
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2. (1.a.K2) TersediaStandar Pelayanan (SP) yang menjadi acuan dalam
pemberian pelayanankepadapublik(Per JenisLayanan)
Tersedianya Standar PelayananPerjenis layanan

BerapadJumlahdJenis layananyangdimiliki

BerapadumlahStandar Pelayananyangdibuat

3. l.a.k3SistemAntrian

Sistem antriansecaraelektronikdandibagi setiapjenis
layanan/atau dikelompokkanbagi
setiapjenislayananyangserumpun.Nomor antrian ditampilkan(di

layar antrian)
a. Apakahterdapatsistemantriandiunitpelayanan?
Ya [ 1 Tidak [ 1

b. Jika jawaban pertanyaan di atas “ada”, maka Sistem antrian yang
digunakandiunit pelayanan:

O Elektronik O INon Elektronik

c.Kondisi sistem antrian(jawaban dapatlebih darisatu):

O Nomor antrian ditampilkan(di layarantrian)

O Diarahkan keloketyang dituju

O Dipandu melaluipengerassuara

O Dibagisetiapjenis layanan/ atau
dikelompokkan bagi setiap jenislayanan

4.

(1.a.P)ProsespenyusunanSPtelahmelibatkanmasyarakatdanpihakter
kait(stakeholder)

PenyusunanSPmengikutsertakanmasyarakatyangmewakiliberbagaiunsu
rdan profesiantaralain:(1)asosiasi(2) pengguna
layanan,(3)duniausaha,dan(4) unit kerja terkait.Sertamemanfaatkan
masukanhasilSKMdan pengaduanmasyarakat

a. Apakahdalampenyusunan SPmelibatkan unsurmasyarakat?

Ya [ 1 Tidak [ 1
Jikajawabanpertanyaandiatas“ya”,unsurmasyarakatmanasajayan
gterlibat?(jawabandapatlebih darisatu)

O Asosiasi O [Dunia Usaha

O Pengguna Layanan O [Unit Kerja Terkait
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b. Apakahdalampenyusunan SPmemanfaatkanmasukanhasilSKM?
Ya [ 1 Tidak [ 1

c. Apakahdalampenyusunan SPmemanfaatkan pengaduanmasyarakat?
Ya [ 1 Tidak [ 1

Lampirkanberitaacaradan daftar hadirpenyusunan SP

5.(1.a.T) Tersedia dokumentasi tentang SP yang ditetapkan, dan
dipublikasikan.

SPyangditetapkan telahdidokumentasikandandipublikasikan hanya di
arearuangpelayanan(leaflet/pamflet/brosur,
poster/banner,bukusaku/katalog), mediainformasi (spanduk), mediacetak
danwebsite /mediasosial

a.ApakahtersediadokumentasiSPyangditetapkan

Ya [ ] Tidak [ 1

b.Apakahtersedia publikasitentang SP
Ya [ 1 Tidak [ 1

c.Jikajawabanpertanyaan diatas“ya”, sebutkantempatpublikasi SP

) Tempat Publikasi (dapat lebih darisatu)

arearuangpelayanan
leaflet/pamflet/brosur,poster/banner,bukusaku/katalog)
mediainformasi (spanduk)

mediacetak

website/mediasosial

Lampirkanfoto/informasipublikasiSP

6. (1.a.Ak)SPtelahsesuaiketentuanperaturanperundang-undanganyang
berlaku.
SPyangditetapkan  telahsesuai  ketentuanperaturan  perundang -
undanganyang berlakuberikutklausulsanksi, telah
disosialisasikan,danmelibatkanmasyarakat
dalampenyusunannya,sertakonsistendalampenerapannya termasukmonev
berkelanjutan.

BagaimanakondisiriilStandar Pelayanandi instansiSaudara

V) Pernyataan(dapat lebih darisatu)

SP terdiri dari 14Komponen

6 Komponen ServiceDelivery

8 KomponenManufacturing

SP telahdisosialisasikan
DilakukanMonevberkelanjutan
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| | SPmelibatkanmasyarakatdalampenyusunannya
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7. (l.a.As)InformasiatasStandarPelayanandapatdiaksesdenganmudah
untukdiketahuidandipahamioleh masyarakat
Informasi tentangSP dapatdiaksesdengan
bertanyakepadapelaksanalayanan secara tatapmuka,membacadi
lokasitempatlayanan,melaluimedia
sms/ telepon,emaildanwebsite/ mediasosial

Bagaimana penggunamengakses informasi tentangSP
(V) Media
Tatap muka
Membaca di lokasi
Melalui mediasms
Melalui telepon
Email
Website/Mediasosial

8. (1.a.B) TersediaSPyangtepat
guna.MohonisikolomberikutsesuaidengankondisiriilStandarPelayan
andi instansiSaudara

() Pernyataa
SPmemberikankemudahanpersyaratanlayanan
SPmemberikankemudahan prosedur layanan

SP memberikan kepastian layanan (waktu,
biaya,
SPmenyediakanpengelolaankonsultasidanpengaduan

MAKLUMAT PELAYANAN

9.

(1.b.T)TersediaMaklumatPelayananyangdipublikasikankepadaseluru
h lapisanmasyarakat.

MaklumatPelayanan dipublikasikandimediainformasidi dalamruangan
(poster/banner, leaflet/pamflet/brosur,bukusaku/katalog,mediacetak)
media sosial atauwebsitedan areapemerintahanlainnya(spanduk).
a.Apakahtersedia maklumatpelayanan?

Ya [ 1 Tidak [ 1
b.Apakahmaklumatpelayanandidokumentasikan?

Ya [ 1 Tidak [ 1
c.Apakahmaklumatpelayanan dipublikasikan?

Ya [ 1 Tidak [ 1
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Jikajawabanpertanyaandiatas“ya”,Sebutkanmediapublikasimaklumatp
elayanan

() Media Publikasi
mediainformasi di dalamruangan(poster/banner)

leaflet/ pamflet/brosur,bukusaku/katalog,mediacetak

mediasosialatauwebsite

Bentuk informasilainnya(spanduk)

SURVEIKEPUASANMASYARAKAT

10.(1.c.P)Tingginyaketerlibatanpenggunalayanandalam pengisianSKM.

Bagaimanaupayapenyelengaralayananuntukmelibatkansebanyak-
banyaknya publik dalammengisiSKM.

v Pernyataan(pilih salah satu jawaban)
PengisianKuesioner olehseluruhpenggunalayanan, secara
langsung/online untuk seluruh pelayanan
PengisianKuesioner olehseluruhpenggunalayanan, secara
langsung/online untuk sebagian pelayanan.

PengisianKuesioner olehpelanggan/survei hanya
dilakukansecaraperiodik tigabulansekalisecara
PengisianKuesioner olehpelanggan/survei
hanyadilakukansecaraperiodik

PengisianKuesioner olehpelanggan/survei hanya
dilakukansecaraperiodik setahunsekalisecara
tidak adapengisianSKM

11.(1.c.T)InformasiSurveiKepuasanMasyarakat(SKM)yangdiketahuiselur
uhlapisan masyarakat.

InformasiSKMtersediadan dipublikasidi berbagaitempat
danmediainformasi (tersedia di arearuang pelayanan, media sosial,
website, baliho/banner/spanduk,

leaflet/pamflet/brosur,bukusaku/katalog,poster dan mediacetak).

a. Apakahtersediadokumentasi hasilsurvei kepuasanmasyarakat?

Ya [ 1 Tidak [ 1

b. Sebutkanmediapublikasi hasilSKM (jawaban dapatlebihdarisatu)

(V) | Media Publikasi (\) | Media Publiksi
Arsip Baliho /Spanduk
Ruang Pelayanan Buku Saku/Banner/Poster
Media Sosial Media Cetak
Website

12.(1.c.Ak)TindaklanjuthasilSKMdankedalamanruanglingkupuntuksetia
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pjenis pelayanan.

HasilSKMseluruhjenis pelayanandalambentuksarandan rekomendasi
ditindaklanjutidan dipergunakansebagai
acuanperbaikanlayanandankebijakan layanan oleh
pimpinandaerahmaupun pimpinanpenyelenggara.

BerapaBanyaktindaklanjuthasil SKM  untuksetiapjenis pelayanan
dilaksanakan?

a. Bera?a?umlah?enis pelayananyangdisurvey (X)
b. Bera?a?umlah?enis pelayananyangtidakdisurvey(Y)

c. Bera?a?umlah?enis pelayananyangditindaklanjuti (Z)

13.{1.c.B)KecepatantindaklanjuthasilSKMseluruhjenispelayanan.Saran,krit
ik,
danrekomendasihasilSKMditindaklanjutiseluruhnyasebelumterbitlapora
nSKM
a. ApakahhasilSKM ditindaklanjuti?

Ya [ 1 Tidak [ 1

b. Berapalama tindaklanjut hasil SKM?
Pernyataan(pilih salah satu jawaban)

1 tahunsetelahlaporan SKM terbit
6 bulansetelahlaporan SKM terbit
3 bulansetelahlaporan SKM terbit
1 bulansetelahlaporan SKM terbit

Sebelum laporanSKM terbit sudah
ditindaklanjuti (sebelum 1bulan)
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PROFESIONALISME SDM

KOMPETENSI

14.(2.a.Ak)TersediaPelaksanaLayanandengankompentensisesuaikebutuha
n jenis layanan.
Sebutkan jumlahpelaksana layanan serta kompetensi yang dimiliki oleh

pelaksanalayanan?
a. Apakahtersediainformasimengenai posisipelaksanapelayanan?
Ya [ 1 Tidak [ 1

b. Apakahtersediainformasimengenaimasakerja pelaksana pelayanan?
Ya [ 1 Tidak [ 1

c.Apakahtersediainformasimengenaipendidikanformalpelaksanapelayanan?

Ya [ 1 Tidak [ 1
d. Apakahtersediainformasimengenaidiklatyangpernah diikutipelaksana
pelayanan?
Ya [ 1 Tidak [ 1

e. Apakah tersediainformasi mengenai sertifikat yang dimiliki
pelaksanapelayanan?

Ya [ 1] Tidak [ 1]

Lampirkan data dukungdaripertanyaan diatas

RESPONSIVITAS

15.(2.b.Ak1) Pelaksanalayananyangresponsivewaktu.
a.Sebutkanjam kerjakantor?

b.Sebutkanjam kerjalayanan?

|

c. Bagaimanasistem pelayananpadasaatjamistirahat?(pilihsalahsatu)
Saatistirahatsemua pegawai menghentikanpelayanan
Saatistirahatpegawai bergiliran,pelayanantetapberlangsung

d.Sebutkan jangkawaktu penyelesaianjenislayanan?

e.Apakahadapelayananpadaharilibur?

Ya [ 1 Tidak [ 1
f. Apakahadasistemjamkerja tambahanlayanan(extra timesystem)
Ya [ 1 Tidak [ 1

Sebutkan penambahanwaktuekstrapelayanan(diisi)

16.(2.b Ak.2)Kesigapanpetugasd%nlam memberikanlayanan(kecepatan).
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Bagaimanakesigapanpetugasdalam memberikanlayanan(wakturespon)?
(pilihsalahsatujawaban)

a.Sangatcepat(tidakmembiarkanpenggunalayananmenunggu
untuk dilayani)

b.Cepat(1- 2menit)

c.Agak lambat(3 -4menit)

d.Lambat(5-7menit)

e.Sangatlambat(diatas7menit)

KREDIBILITAS / INTEGRITAS

17.(2.d.K) TersediaAturan PerilakudanKodeEtik Pelaksanalayanan.
a.Apakahsudah tersediaAturan PerilakudanKodeEtik Pelaksanal.ayanan?

Ya [ 1 Tidak [ 1

b.AturanPerilaku danKodeEtik Pelaksanal.ayananmeliputi:

v Pernyataan(dapat lebih darisatu)
Hak dankewajiban
LaranganKKN

Larangandiskriminasi

Sanksi
Penghargaan

Sebutkan namaperaturan tersebut

18.(2.e.K1) Pemberian Penghargaan
Penghargaanadalahmediaapresiasi terhadap prestasi luar biasabagi
pelaksanalayananyangtelah menjalankankewajibannyasecara
konsisten.Pemberianpenghargan
diberikankepadapegawaidalamkurunwaktu tertentu.
a. Apakahterdapatpemberianpenghargaankepada pegawai berprestasi

Ya [ 1 Tidak [ 1

b. Berapajangkawaktu pemberianpenghargaan?

+ Pernyataan(pilih salahsatu)

Tiap1 bulan

Tiap3 bulan

Tiap4 bulan

Tiap6 bulan
Tiapltahun
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19.(2.e.K2) Pemberian Sanksi
Sanksi adalahmediapembinaan terhadap bentukpelanggaran pelaksana
layanansebagai kendalipenegakandisiplinberupa teguransampai dengan
pemecatanterhadapkelemahanpelaksanalayanandalam menjalankantugas
dankewajibannya.

Berapalamawaktupenetapanpegawaidinyatakanmelanggardandiberikan
sanksi?

R Pernyataan(pilih salahsatu)

Selambatnyalbulan
Antaral-3bulan

Antara4-6bulan
Antara7-12 bulan
Lebihdariltahun

20.(2.g.Ak) Budaya Pelayanan
Bagaimanabudayapelayananyangdiperlihatkan olehPelaksanalayanan?

Mengenakanpakaianseragamkhusus

Mengenakanidentitasnama

Mempraktekkan 5S(Senyum,salam, sapa, sopan
dansantun)

Y (O (OO

) Mengenakan PIN/atribut/logoUnitPelayanan
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SARANA DAN PRASARANA

KELAYAKAN RUANG PARKIR, TAMAN DAN PENGHIHJAUAN

21.(3.a.As) Tersediatempat parkiraman dannyaman.

a.
Apakahtersediatempatparkirkendaraanbermotorbagipenggunalayana
n?y

Ya [ 1 Tidak [ 1
b. Dimanaletakareaparkir
Didalam areakantor[ ] Diluar area kantor[ ]

c. Apakahterdapatpetugasparkir?

Ya [ 1 Tidak [ 1
d. Bagaimanatarifparkir diunitSaudara?
Gratis [ 1 Berbayar [ 1 Rp.
e. Apakahterdapatpemeriksaankarcis /kartu parkir?
Ya [ 1 Tidak [ 1
f. Apakahtempatparkir terpisahantara rodadua danrodacmpat?
Ya [ 1 Tidak [ 1
g. Apakahterdapatperlakukankhususbagi kelompok rentan
Ya [ 1 Tidak [ 1

Dalam bentuk (diisi)

Lampirkan Fototempat parkir

KELAYAKAN FASILITAS RUANG TUNGGU PELAYANAN

22.(3.b.k1)Kelayakanfasilitasruangtunggupelayanan
Sebutkanfasilitas kenyamananruangtunggudi UnitSaudara

v SaranaRuang Tunggu
(dapat lebih darisatu)

Televisi

BahanBacaan

Monitor Antrian/pengeras suara
AC
AirMinum

hotspot/wifi

arecamerokok

ruangibadah
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Lampirkan FotoRuang Tunggu
23.(3.b.As)Tersediasaranatoiletkhusus penggunalayananyang
bersih,sehat dan memadai.
a. Apakahtersediatoiletdi arearuangtunggupelayanan?

Ya [ 1 Tidak [ 1
b. Jikajawaban“ya”,saranaapasajayvangtersedia
8 FasilitasToile
t
KlosetDuduk
Klosetdongkok
Wastafel/urinoir
Toiletres(tissue,sabun dll)
AirBersih

c. Apakahtoilet priadantoiletwanita telahdipisahkan?
Ya [ 1 Tidak [ 1

KELAYAKAN FASILITAS BAGI PENGGUNA LAYANAN BERKEBUTUHAN KHUSUS

24.(3.c.K)Tersediasaranaprasaranabagipenggunalayananyangberkebutuhan

khusus.
Sebutkansaranaprasaranabagipenggunalayananberkebutuhankhususdiun
itSaudara
+ SaranaPrasarana

steplobby/rampbagi penggunakursiroda

toiletkhususdifabel

loketkhusus

petugas khusus

Kursiroda

Lainnya(diisi di bawah)

Lampirkan FotoFasilitasBerkebutuhanKhusus

SARANA PENUNJANG LAINNYA

25.(3.d.Asl)Tersediasaranaprasaranapenunjanglainnya:RuangLaktasi/nu
rsery, arenabermainanak,kantin/fotocopy/mesin ATM

Apakahtersediasarana prasaranapenunjangberikut
diunitpelayananSaudara? BeritandaVpadakolomyangsesuai!
\/ SaranaPrasarana

kantin untuk penggunalayanan
fasilitas mesinfotocopy/mesin ATM

Ruanglaktasi/nursery
ArenaBermainAnak
Lampirkan Foto SarprasPenunjang
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SARANA FRONT OFFICE

26.(3.e.As2)Tersediasaranafrontofficeuntuklayanankonsultasidaninform
asi tatapmukalangsung.

Apakahtersediasaranalayanankonsultasi
daninformasiberuparuangankhusus (dapat digabungdenganpengaduan)di
bagiandepankantor/terlihat/mudah diakses
yangterpisahdarilayananlainnya?
Beritandavpadakolomyangsesuai!
Ya [ 1 Tidak [ 1

LampirkanFoto Front OfficeKonsultasi

27.(3.e.As4)Tersediasaranafrontofficeuntuklayananpengaduantatapmuka
langsung.

Apakahtersediasaranalayananpengaduanberuparuangankhusus (dapat
digabungdengankonsultasidaninformasi)dibagiandepankantor/terlihat/m
udah diaksesyangterpisahdarilayanan lainnya.?
Beritandavpadakolomyang sesuai!

Ya [ 1 Tidak [ 1

LampirkanFoto Front Office Pengaduan
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28.(4.a.T) Sisteminformasipelayananpublik untuk informasi publik.
a) Apakahtersediasisteminformasipelayananpublik?
Ya [ 1 Tidak [ 1

b) Berupa apakahsistem informasi pelayanan publik?(dapatlebihdarisatu)

Elektronik [ ] Non elektronik[ ]

c) Apakahtersediasisteminformasipelayananpublikberupawebsite?(dapat
lebihdarisatu)

Omnline [ 1 Offline [ 1

Jika ada,isikannamaalamatwebsite:

d) Unsur yangtermuatdalam SIPP

v | Unsur SIPP (dapat
lebihdari satu)
1.Profil Penyelenggara

2.Pelaksana

3.Standar pelayanan

4.Maklumatpelayanan

5.Pengelolaanpengaduan

6.Penilaiankinerjalembaga

29.(4.a.B) Sisteminformasi pelayananpublik

pendukungoperasionalpelayanan.
a) Apakah tersediasisteminformasipendukungoperasional

pelayananpublik?
Ya [ | Tidak [ |

b) Fitur Sisteminformasipendukungoperasional pelayananpublik

v Fitur SIPP(dapat lebih darisatu)
1.Sistem datainformasi

2.Aplikasiotomasiproseskerja(bisnisproses)

3.Keuangan

4.Sistem PengelolaanPengaduan
5.SKM
6.SDM

Lampirkanfoto/screenshotwebsite
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30.(4.a.Ak1)Kepemilikansitus danPengelolaSitusunit pelayanan
a) Jenis situs yangdimiliki?

(V) | JenisSitus (dapat lebih darisatu)
Blogspot

CMS (Joomla, Wordpress)

Media Sosial

Website

b) Jenis kepemilikansitus yangdimiliki?(pilihsalahsatu)
Jeniskepemilikansitu
s
Milik Kantor Pusat dan dikelolaoleh kantor pusat
Milik unit pelayanandan dikelolaoleh pihak ke-3
Milik Kantor Pusat dan dikelolaolehunit

Milik unit pelayanandan dikelolaolehunit

31.(4.a.Ak2)Pemutakhiran data daninformasi situs.
a. Apakahterdapatpemutakhiraninformasi pelayanan publik?

Ya [ ] Tidak [ 1

b. Berapalamajangkawaktu pemutakhiraninformasi
pelavananpublik?(pilih salahsatu)
JangkaWaktuPemutakhiran
(pilih salahsatu)
Setiaphari

Setiapminggu

Setiapbulan

Setiapsemester

Setiaptahun

32.(4.b.T)Tersediainformasinonelektronik(poster/spanduk/leaflet/buku/dok
umen/bahancetak lain)yangmendukung pelayananyangdiketahui seluruh
lapisan masyarakat
Sebutkanlokasipublikasi SIPPnon elektronik yangdimilikidi unit Saudara
N LokasiPublikasi (dapat lebih darisatu)
Diarearuangpelayanan
Ruangpublik (contohalun-alun,perempatan
jalan dlj)
Perpustakaandaerah
Kantor pemerintahyanglain
Didistribusikankestakeholder
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KONSULTASI DAN PENGADUAN

MEDIAKONSULTASI

33.(5.1.a.K)Tersediasaranadanmediakonsultasilayananygbisadimanfaatk
an semualapisan masyarakat.

Sebutkansaranadanmediakonsultasi layananyangtersedia
diunitSaudara

\I

Saranadan Media
Konsultasi(dapat lebih
darisatu)

Keterangan(letak,alamat, nomor
dli)

Ruang khusus konsultasi

Alamatsuratkonsultasi

SMS

Email

Telepon

Website

Mediasocial

Petugas
khususpenanganankonsulta

34.(5.1.a.As)Tersediarubrik,dokumentasi,danpublikasikonsultasiyangmu
dah diakses.
a. Apakah arsipproses konsultasi telah dimuatdi

mediainformasi bagi masyarakat?
Ya [ 1 Tidak

[ 1

b. Jika ada,sebutkan namamediainformasi:

1 | Website

2 | Majalah

G
A e s
[ ——
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MEDIAPENGADUAN

35.(5.2.a.K) Tersediasarana pengaduan yg mudah diakses semua
pengguna layanan.
Sebutkan saranadanmediapengaduanyangtersedia diunitSaudara

v Saranadan Keterangan(letak,alamat, nomor dll)
Media

Pengaduan

Kotakpengaduan

Alamatsuratpengadua
n

Petugas

khusus

Email

SMS/Telepon

Website

Mediasosial

36.5.2.a.AsTersediarubrik,dokumentasi,danpublikasiproses/hasilpengad
uan yangmudah diakses.

ApakahHASILpenangananpengaduanmasyarakat diarsipkandan
didokumentasikan?Beritanda Vpadakolom yangsesuai!

\/ Pernyataan (pilih salah satu)

Terdapatsistem dokumentasi/arsip manual.

Terdapatsistem dokumentasi/arsipdenganbentuk
softcopydanhardcopy.

Terdapatsistem dokumentasi/arsipberbasis IT dan
manual,dandapat diakses berdasarkanpermintaan.

Terdapatsistemdokumentasi/arsipITdanmanualdan
dapat diakses secara langsung.

Arsip proses/hasil pengaduan terdokumentasi dan
mudah diaksesdi website, majalah, dokumen/arsip lainnya.
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INOVASI DAN PRESTASI

37.(6) Inovasi PelayananPublik
a.Apakahtersediainovasipelayananpublik
Ya [ 1 Tidak [ 1
Jikatersediainovasi, apanamainovasi tersebut(diisi dibawah)

b.Berapalamainovasi dilaksanakan?

Lebihdariltahun [ ] Kurangdaril tahun [ ]
c.Apakahinovasi dilaksanakansecaraberkelanjutan

Ya [ 1 Tidak [ 1
d.Apakahinovasi sudahataudapatdireplikasi
Ya [ 1 Tidak [ 1

38.E-Services
E-serviceadalah penyediaanlayanan melaluilnternet,
baiklayanankomersial (perdagangan) maupunlayanan non-
komersial(biasanyadisediakanoleh = pemerintah)dimanaterjaditransaksi
antarapemberilayanandan pengguna layanan.
a.Apakahtersedialayanane-service di  unit
Saudara

Ya [ ] Tidak [ 1

b.Sebutkanlayananapasajayangsudahmenerapkane-service
1

Ul h|lwN

c.Bagaimanakahpenerapane-service di unit Saudara?(pilihsalahsatu)
Keseluruhanproses(dariawal
Hanya padasebagian proses
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39.CashlessPayment(sistempembayaran non tunai)
a.Sistem pembayaranyangdigunakandi unitSaudara

SistemPembayara
n

PembayaranTunai
PembayaranNonTunai, berupa:

Transfer
E-money
MesinEDC(untuk kartu debit/kredit)
b.Apakahpembayaran nontunaiberlakuuntukseluruhjenis layanan?

Seluruh [ ] Sebagian [ 1
c.Sebutkanjenispelayananyangmenerapkansistem pembayarannon tunai

1

O Ul h[WIN

40. (7)Prestasi Pelayanan Publik
a. Apakah Unit Pelayanan pernah meraih penghargaan
Ya [ ] Tidak [ |

b. Jika pernah, kapan penghargaan tersebut di peroleh
Lebih dari 1 tahun [ ] kurang dari 1 tahun [ |

c. Jika pernah meraih penghargaan, sebutkan skala penghargaan
v Skala Penghargaan
Tingkat Internasional

Tingkat Nasional

Tingkat Daerah
Lainnya
Sebutkan jenis penghargaan dan penyelenggaranya
No Jenis penghargaan Penyelenggara
1
2
3
4
S

d. Berapa kali unit kerja anda mendapatkan penghargaan dengan predikat

memuaskan
Lebih dari 1 kali | ] hanya 1 kali [ |
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C. FORM ISIAN KUISIONER TIM PENILAI (FORM 02)

SN

SaAED
i LEMBAR EVALUASI INDEKS F-02
!" PELAYANAN PUBLIK =

Form Isian Peneliti

Kabupaten /Kota *

Provinsi e

PETUNJUK SINGKAT PENGISIAN KUESIONER

Setiap Peneliti wajib mengisi kolom yang disediakan dengan data yang otentik
sesuai dengan klasifikasi data yang dibutuhkan.

Lembar Penilaian Peneliti (Observasi)

Petunjuk:
Peneliti diminta untuk melakukan penilaian terhadap Unit Penyelenggara

Pelayanan Publik dengan memastikan bahwa hasil penilaian telah sesuai
dengan definisi operasional setiap indikator.Isilah hasil penilaian tersebut data
pada kolom I[SIAN HASIL PENELITIAN dengan pilihan yang paling sesuai

berdasarkan observasi terhadap sumber data.
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I. KEBIJAKAN PELAYANAN
1.
Sumber
Kode Indikator Isian Hasil Penilaian Data/ Lokasi
Data
l.a.K | Tersedia Skala nilai: Dokumen :
1 Standar 0. Tidak tersedia standar pelayanan e Standar
Pelayanan 1. Standar Pelayanan telah disusun namun Pelayanan
(SP) yang belum ditetapkan Lokasi :
menjadi 2. Standar Pelayanan yang ditetapkan belum | ¢ Unit
acuan dalam mencakup seluruh jenis pelayanan dan Pelayanan
pemberian tidak sesuai dengan komponen standar e Website
pelayanan pelayanan publik yang berlaku.
kepada 3. Standar Pelayanan yang ditetapkan telah
publik mencakup seluruh jenis pelayanan namun
tidak sesuai dengan komponen standar
pelayanan publik yang berlaku
4. Standar Pelayanan telah ditetapkan untuk
sebagian jenis pelayanan dan sesuai
dengan komponen standar pelayanan
publik yang berlaku
5. Standar Pelayanan telah ditetapkan untuk
seluruh jenis pelayanan dan sesuai dengan
komponen standar pelayanan publik yang
berlaku.
Definisi:

Standar Pelayanan adalah acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas
penyelenggaraan pelayanan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan
publik sesuai asas dan komponen standar pelayanan publik yang berlaku.
Pelayanan Publik yang dimaksud dalam kuesioner ini adalah yang bersifat
Pelayanan Langsung kepada masyarakat.
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2.
; ; ; a5, ¢ Sumber Data/

Kode Indikator Isian Hasil Penilaian Lokasi Data

l.a.K2 | Tersedia Skala Nilai: Data/ Lokasi
Standar 0. Tidak tersedia Standar Pelayanan perjenis | Data
Pelayanan (SP) pelayanan Dokumen :
yang 1. Jumlah Standar Pela_y:anan perjenis e Standar
menjadi acuan pelayanan <20% dari jumlah pglay_anan Pelayanan
Heilati 2. Jumlah Standar Pelaya.lllan perjenis ¢ Survey publik

emberian pelayanan 21-40% dari jumlah pelayanan. | § Berita Acara
p 3. Jumlah Standar Pelayanan perjenis penyusunan
pelayanan pelayanan 41-60% dari jumlah pelayanan SP termasuk
kepqda 4, Jumlah Standar Pelayanan perjenis daftar hadir
pUb}lk (Per pelayanan 61- 80% dari jumlah pelayanan
Jenis 5. Jumlah Standar Pelayanan perjenis ¥
o R Lokasi Data:
Layanan) pelayanan >80% dari jumlah pelayanan
e Lapangan
o Website
Definisi:

SP yang menjadi

acuan adalah SP yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan kepada
masyarakat. Pelayanan Publik yang dimaksud dalam kuesioner ini adalah yang
bersifat Pelayanan Langsung kepada masyarakat

3.

Kode

Indikator

Isian Hasil Penilaian

Sumber
Data/
Lokasi
Data

l.a.k3

Sistem
Antrian 0.

1.

Skala Nilai:

Tidak ada sistem antrian

Tidak ada penomoran, antrian dengan sistem
baris/geser tempat duduk langsung menuju ke
setiap jenis layanan

Sistem antrian secara non elektronik. Nomor
antrian dipanggil.

Sistem antrian secara elektronik. Nomor antrian
hanya ditampilkan (di layar antrian)

Sistem antrian secara elektronik. Nomor antrian
ditampilkan (di layar antrian) dan diarahkan ke
loket yang dituju, serta dipandu melalui pengeras
suara.

Sistem antrian secara elektronik dan dibagi setiap
jenis layanan / atau dikelompokkan bagi setiap
jenis layanan yang serumpun. Nomor antrian
ditampilkan (di layar antrian) dan diarahkan ke
loket yang dituju, serta dipandu melalui pengeras
suara.

Dokumen :

Lokasi
Data:

Definisi:
Sistem antrian yaitu mekanisme urutan penerima layanan yang mendapat giliran
dilayani di loket pelayanan.
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4.
Sumber
Kode Indikator Isian Hasil Penilaian Data/
Lokasi Data
l.a.P | Proses Skala Nilai: Dokumen :
penyusunan | 0. Penyusunan SP tanpa keterlibatan unsur e Standar
SP telah masyarakat dan tidak memanfaatkan Pelayanan
melibatkan masukan hasil SKM dan pengaduan e Survey
masyarakat masyarakat. publik
dan pihak 1. Penyusunan SP tidak mengikutsertakan e Berita
terkait masyarakat tetapi memanfaatkan masukan Acara
(stakeholder) hasil SKM dan pengaduan masyarakat. penyusuna
2. Penyusunan SP mengikutsertakan n Sp
masyarakat yang mewakili minimal satu termasuk
unsur point (1). Tetapi tidak memanfaatkan daftar
masukan hasil SKM dan pengaduan hadir dan
masyarakat. dokumenta
3. Penyusunan SP mengikutsertakan si
masyarakat yang mewakili minimal dua
unsur point (2). Serta memanfaatkan Lokasi
masukan hasil SKM dan pengaduan Data:
masyarakat. Tersebar
4. Penyusunan SP mengikutsertakan
masyarakat yang mewakili minimal tiga unsur
point (3). Serta memanfaatkan masukan hasil
SKM dan pengaduan masyarakat.
5. Penyusunan SP mengikutsertakan
masyarakat yang mewakili berbagai unsur
dan profesi antara lain: (1) asosiasi (2)
pengguna layanan/jasa, (3) dunia usaha, dan
(4) Unit Kerja terkait. Serta memanfaatkan
masukan hasil SKM dan pengaduan
masyarakat.
Definisi:

SP yang melibatkan masyarakat dan pihak terkait adalah:
penyusunan dan penetapan SP yang melibatkan warganegara maupun penduduk
sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan
sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak

langsung. Pihak terkait merupakan pihak

memberikan masukan terhadap penyusunan SP

yang dianggap kompeten dalam

5.
Sumber
Kode Indikator Isian Hasil Penilaian Data/
Lokasi Data
l.a.T | Tersedia Skala Nilai: Dokumen
dokumentasi 0.Tidak tersedia dokumentasi tentang SP yang 1. Dokumen
tentang SP ditetapkan. Rubrik
yang 1. SP yang ditetapkan, hanya didokumentasikan. | 9 Cetak
ditetapkan, dan 2.SP yang ditetapkan telah didokumentasikan media
: . p dan dipublikasikan hanya di area ruang
dippbilssia; pelayanan (leaflet/ pamflet/ brosur, Lokasi
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Sumber
Kode Indikator Isian Hasil Penilaian Data/
Lokasi Data
poster/banner, buku saku/katalog). Data:
3.SP yang ditetapkan telah didokumentasikan 1. Unit
dan dipublikasikan di area ruang pelayanan Pelayana
(leaflet/ pamflet/ brosur, poster/banner, buku 1l
saku/katalog) dan media informasi :
(baliho/billboard). 2 ggisne
4.SP yang ditetapkan telah didokumentasikan
dan dipublikasikan hanya di area ruang Pelayana
pelayanan (leaflet/pamflet/ brosur, 1,
poster/banner, buku saku/katalog), media 3. Media
informasi (baliho/billboard) dan media cetak. online
5.SP yang ditetapkan telah didokumentasikan 4. Media
dan dipublikasikan hanya di area ruang sosial
pelayanan (leaflet/ pamflet/ brosur,
poster/banner, buku saku/katalog), media
informasi (baliho/billboard), media cetak dan
website/ media sosial
Definisi:
Rubrik tentang SP yang ditetapkan adalah informasi tentang SP yang dapat
dijadikan bahan acuan oleh masyarakat.

cepat.

6.
Sumber
Kode Indikator Isian Hasil Penilaian Data/
Lokasi Data
l.a.Ak |SP telah Skala Nilai: Dokumen:
sesuai 0. Tidak tersedia SP. 1.Dokumen
ketentuan 1. SP yang ditetapkan tidak sesuai ketentuan SP
peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.BA
perundang 2. SP yang ditetapkan telah sesuai ketentuan o —
“undangan peraturap peru.nda'ng.—unflangan yang berlaku, o SP
_— namun tidak disosialisasikan dan tidak .
}l;erliku melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. |9 Kebga.kan
: 3. SP yang ditetapkan telah sesuai ketentuan sanksi SP
peraturan perundang-undangan yang berlaku,
telah disosialisasikan namun tidak melibatkan Lokasi
masyarakat dalam penyusunannya. Data:

4. SP yang ditetapkan telah sesuai ketentuan 1.Unit
peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelayanan
telah disosialisasikan, dan melibatkan terkait
masyarakat dalam penyusunannya, namun 2 Wihsite:
tidak melakukan monev berkelanjutan.

5. SP yang ditetapkan telah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,
telah disosialisasikan, dan melibatkan
masyarakat dalam penyusunannya, serta
melakukan monev berkelanjutan.

Definisi:

SP yang digunakan sesuai dengan tolok ukur sebagai kewajiban dan janji
penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas,
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7.
Sumber
5 . 5 PE Data/
Kode Indikator Isian Hasil Penilaian .
Lokasi
Data
l.a.As | Informasi atas | Skala Nilai: Dokumen:
Standar 0. SP tidak dapat diakses. 1.UU no.
Pelayanan 1. Informasi tentang SP dapat diakses dengan 14 Th
dapat diakses bertanya kepada petugas secara tatap muka. 2008
dengan mudah 2. Informasi tentang SP dapat diakses dengan 2.UU No.
e bertanya kepadall petugas secara tatap muka 25 Th
. . dan membaca di lokasi tempat layanan.
diketahul dan 3. Informasi tentang SP dapat diakses d 4969
. . 5 g apat diakses dengan
dipahami oleh bertanya kepada petugas secara tatap muka, 3.PermenP
masyarakat. membaca di lokasi tempat layanan, dan AN-RB
melalui media sms/telepon. No.

4. Informasi tentang SP dapat diakses dengan 24/2014
bertanya kepada petugas secara tatap muka, Ttg
membaca di lokasi tempat layanan, melalui Pengelola
media sms/telepon, dan email. an

5. Informasi tentang SP dapat diakses dengan Pengadu
bertanya kepada petugas secara tatap muka, -
membaca di lokasi tempat layanan, melalui
media sms/telepon, email, website/media .

. Lokasi
sosial.
Data:
¢ Kementeri
an/
Lembaga
Definisi:

Informasi SP yang terbuka adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan,

dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari
penyelenggara kepada masyarakat dan dari masyarkat kepada penyelenggara.
8.
Sumber
Kode Indikator Isian Hasil Penilaian Data/ .
Lokasi
Data
l.a.B | Tersedia SP Skala Nilai: Dokumen
yang tepat 0. Tidak tersedia SP. 1. Dokume
guna. 1. SP yang ditetapkan tidak memberikan n SP
(Substansi/Isi kemudahan persyaratan layanan. 2. Dokume
SP) 2. SP yang ditetapkan tidak memberikan -
kemudahan prosedur layanan.
3. SP yang ditetapkan telah memberikan Pelayan
kemudahan persyaratan, prosedur, namun 3 2111(
tidak memberikan kepastian layanan (waktu, ’
biaya, produk layanan) serta pengelolaan Penetap
konsultasi dan pengaduan. an SP
4. SP yvang ditetapkan telah memberikan
kemudahan persyaratan, prosedur, dan Lokasi
kepastian layanan ( waktu, biaya, produk Data:
layanan) namun tidak tersedia pengelolaan 1. Biro/Ba
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Sumber
Kode Indikator Isian Hasil Penilaian Data/-
Lokasi
Data
konsultasi dan pengaduan. gian
5. SP yang ditetapkan telah memberikan Organis
kemudahan persyaratan, prosedur, dan asi/Tata
kepastian layanan (waktu, biaya, produk Laksana
layanan) serta pengelolaan konsultasi dan 9. Unit
pengaduan. Pelayan
an
Definisi:
SP yang tepat guna adalah standar pelayanan yang memberikan kemudahan dan
kenyamanan bagi para pihak, baik pengguna layanan maupun penyelenggara dan
pelaksana layanan.

9.
Sumber
5 . 2 s Data/
Kode Indikator Isian Hasil Penilaian .
Lokasi
Data
Lb.T. | Tersedia Skala Nilai: Dokumen:
Maklumat 0. Tidak tersedia Maklumat Pelayanan. 1. Dokume
Pelayanan yang | 1. Maklumat Pelayanan yang ditetapkan hanya n
dipublikasikan didokumentasikan, tidak dipublikasikan. Makluma
kepada seluruh 2 M?klumatheilla}lfanan dipublikasikanbdi media t
: informasi di dalam ruangan (poster/banner).
lapisan 3. Maklumat Pelayanan di};gubli(llzasjkafl di me(iia Pelayany
masyarakat. ; ngonl n
informasi di dalam ruangan (poster/banner, .
leaflet/ pamflet/ brosur, buku saku/katalog, 2. Website
media cetak). 3. Cetak
4. Maklumat Pelayanan dipublikasikan di media Media
informasi di dalam ruangan (poster/banner,
leaflet/ pamflet/ brosur, buku saku/katalog, Lokasi
media cetak) dan media sosial atau website. Data:
5. Maklumat Pelayanan dipublikasikan di media 1. Unit
informasi di dalam ruangan (poster/banner, Pelayana
leaflet/ pamflet/ brosur, buku saku/katalog, n
media cetak) media sosial atau website dan 2. Ruang
area lainnya (baliho/billboard /spanduk).
Pelayana
n
3. Area lain
4. Website
Definisi:
Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian
kewajiban dan janji pemberi layanan untuk memenuhi SP, serta kesiapan menerima
sanksi bila melanggar.
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10.
Sumber
s i p n—_— Data/
Kode Indikator Isian Hasil Penilaian Lokasi
Data
l.c.P | Tingginya Skala Nilai: Dokumen
keterlibatan 0. Tidak melakukan survei. 1.
pengguna 1. Pengisian Kuesioner oleh pelanggan/survei Pengisian
layanan dalam hanya dilakukan secara periodik setahun Kuesioner
pengisian SKM sekal_i secara la_ngsung dan/atau online. _ SKM oleh
2. Pengisian Kuesioner oleh pelanggan/survei - -
hanya dilakukan secara periodik enam bulan F gl
sekali secara langsung dan/atau online. a{anan
3. Pengisian Kuesioner oleh pelanggan/survei 2. aporan
hanya dilakukan secara periodik tiga bulan Hasil
sekali. Pengolah
4. Pengisian Kuesioner oleh seluruh pengguna an SKM
layanan baik secara langsung dan/atau online
untuk sebagian pelayanan Lokasi
5. Pengisian Kuesioner oleh seluruh pengguna Data:
layanan baik secara langsung dan/atau online | Unit
untuk seluruh pelayanan Pelayana
n
Definisi:

Tingkat partisipasi pengguna layanan adalah keterlibatan pengguna layanan dalam
(kritik dan saran) dalam rangka peningkatan kualitas

memberikan masukan

pelayanan melalui
dan/atau omnline) meliputi pengisian kuesioner secara tatap muka, pengisian
mandiri termasuk surat, e-survei/ internet, FGD, wawancara.

survei pelanggan dengan berbagai cara (secara langsung

11.
Sumber
Kode | Indikator Isian Hasil Penilaian TR .
Lokasi
Data
l.c.T |informasi Skala Nilai: Dokumen:
Survei 0. Tidak tersedia dokumentasi Informasi SKM. 1. Hasil
Kepuasan 1. Informasi SKM yang ditetapkan hanya survey
Masyarakat didokumentasikan sebagai arsip dan tidak SKM
(SKM) yang dipublikasikan. 2. Publikasi
dilcetsti . Il?form.asi SKM didokun}entas:ikan dan hasil _
- —— dipublikasikan hanya di area ruang pelayanan. survei
. . Informasi SKM tersedia di area ruang pelayanan Lokasi
lapisan dan dipublikasikan di media social/ media Data:
masyarakat cetak/website. 1. Unit
. Informasi SKM tersedia di area ruang pelayanan pelayana
dan dipublikasikan di media social/ media cetak n terkait
dan website. 2. website
. Informasi SKM tersedia dan dipublikasi di berbagai
tempat dan media social, media cetak dan website
Definisi:

Keterbukaan informasi SKM adalah tersedianya informasi terkait metode, proses,
dan hasil SKM untuk diketahui seluruh lapisan masyarakat
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12.
Sumber
s q P o Data/
Kode Indikator Isian Hasil Penilaian .
Lokasi
Data
l.c.Ak | Tindak lanjut Skala nilai: Dokumen:
hasil SKM dan | 0. SKM tidak ditindaklanjuti. 1. Hasil
kedalaman 1. Hasil SKM 20% jenis pelayanan dalam bentuk survey
ruang lingkup. saran dan rekomendasi ditindaklanjuti dan SKM
dipergunakan sebagai acuan perbaikan 2. Publikasi
layanan dan kebijakan layanan oleh pimpinan hasil
pusat maupun pimpinan penyelenggara. survei
. Hasil SKM 40% jenis pelayanan dalam bentuk | Lokasi
saran dan rekomendasi ditindaklanjuti dan Data:
dipergunakan sebagai acuan perbaikan 1. Unit
layanan dan kebijakan layanan oleh pimpinan pelayana
pusat maupun pimpinan penyelenggara. n terkait
. Hasil SKM 60% jenis pelayanan dalam bentuk | 2. website
saran dan rekomendasi ditindaklanjuti dan
dipergunakan sebagai acuan perbaikan
layanan dan kebijakan layanan oleh pimpinan
pusat maupun pimpinan penyelenggara.
4. Hasil SKM 80% jenis pelayanan dalam bentuk
saran dan rekomendasi ditindaklanjuti dan
dipergunakan sebagai acuan perbaikan
layanan dan kebijakan layanan oleh pimpinan
pusat maupun pimpinan penyelenggara.
5. Hasil SKM seluruh jenis pelayanan dalam
bentuk saran dan rekomendasi ditindaklanjuti
dan dipergunakan sebagai acuan perbaikan
layanan dan kebijakan layanan oleh pimpinan
pusat maupun pimpinan penyelenggara.
Definisi:

Tindak lanjut Hasil SKM adalah hasil survei yang diolah, dianalisis yang
menghasilkan rekomendasi yang kemudian dijadikan referensi kebijakan perbaikan
layanan.

Ruang lingkup SKM meliputi : persyaratan, prosedur, waktu, produk pelayanan,
biaya, kompetensi, perilaku dan maklumat pelayanan serta pengelolaan pengaduan
(PermenPANRB 16/2014).

e Cara mengukur prosentase: dihitung dari jumlah jenis pelayanan yang memiliki SKM
vang ditindak lanjuti dibagi dengan seluruh jenis pelayanan yang ditetapkan dikali

100%.
13.
Sumber
Kode Indikator Isian Hasil Penilaian Data/-
Lokasi
Data
1.c.B | Kecepatan Skala nilai: Dokumen:
tindak lanjut 0. Saran, kritik, dan rekomendasi hasil SKM tidak | 1. Hasil
hasil SKM ditindaklanjuti. survey
seluruh jenis 1. Saran, kritik, dan rekomendasi hasil SKM SKM
pelayanan. ditjndaklaniuti.selu.ruhnya 1 tahun setelah 2. Publlikasi
laporan SKM diterbitkan. hasil
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Sumber

s i 8 vi.od Data/

Kode Indikator Isian Hasil Penilaian .
Lokasi

Data

. Saran, kritik, dan rekomendasi hasil SKM survei
ditindaklanjuti seluruhnya 6 bulan setelah Lokasi
laporan SKM diterbitkan. Data:

. Saran, kritik, dan rekomendasi hasil SKM 1. Unit
ditindaklanjuti seluruhnya 3 bulan setelah pelayana
laporan SKM diterbitkan. n terkait

. Saran, kritik, dan rekomendasi hasil SKM 2. website
ditindaklanjuti seluruhnya 1 bulan setelah
laporan SKM diterbitkan.

. Saran, kritik, dan rekomendasi hasil SKM
ditindaklanjuti seluruhnya sebelum terbit
laporan SKM.

Definisi:

Kecepatan tindak lanjut Hasil SKM adalah progresifitas waktui dalam merespon
saran, kritik, rekomendasi hasil SKM dalam ukuran waktu tertentu atas kasus-
kasus yang muncul di seluruh jenis pelayanan.
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PROFESIONALISME SDM

14.
Sumber
Kode Indikator Isian Hasil Penilaian Data/
Lokasi Data
2.a.Ak | Tersedia Skala Nilai: Dokumen:
Pelaksana 0. Tidak tersedia pelaksana layanan dengan 1. SK
Layanan kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan. penetapan
dengan 1. Ketersediaan pelaksana layanan dengan nomenklat
kompentensi kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan, < ur SDM
SESTIEL 20% dari nomenklatur ditetapkan. Puskesmas
et 2. Ketersediaan pelaksana layanan dengan 2. Standar
e kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan, Pelayanan
jenis layanan. 21% - 40% dari nomenklatur ditetapkan. 3. Daftar
3. Ketersediaan pelaksana layanan dengan Pegawai
kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan, 4. Sertifikat
41% - 60% dari nomenklatur yang Kompetens
ditetapkan. i
4. Ketersediaan pelaksana layanan dengan
kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan, Lokasi:
61% - 80% dari nomenklatur ditetapkan. 1. Unit
5. Ketersediaan pelaksana layanan dengan Pelayanan
kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan,
> 80% dari nomenklatur ditetapkan.
Definisi:
Kompetensi SDM adalah latar belakang pendidikan, pengalaman,
keterampilan/keahlian, dan pengetahuan produk yang dimiliki pelaksana layanan
sesuai dengan jenis pelayanan.

15.
Sumber
Kode Indikator Isian Hasil Penilaian Data/
Lokasi Data
2.b.Ak.1| Pelaksana Skala Nilai: Dokumen:
layanan yang 0. tidak ada ketetapan/kejelasan waktu 1. SK
responsif pelayanan. penetapan
waktu. 1. Jam kerja layanan harian dari 08.00 — 16.00 jam
dengan jeda waktu istirahat pelayanan. layanan.

2. Jam kerja layanan harian dari 08.00 — 16.00 2. Survey
tanpa jeda waktu istirahat pelayanan, untuk pengguna
layanan informasi, konsultasi dan layanan.
pengaduan(istirahat bergilir bagi pegawai
tanpa menghentikan pelayanan bagi publik Lokasi:
saat istirahat). 1. Unit

3. Jam kerja layanan harian dari 08.00 — 16.00 Pelayanan.
tanpa jeda waktu istirahat pelayanan, untuk
Customer Service (istirahat bergilir bagi
pegawai tanpa menghentikan pelayanan bagi
publik saat istirahat).

4. Jam kerja layanan harian dari 08.00 — 16.00
tanpa jeda waktu istirahat pelayanan, baik
untuk layanan informasi konsultsi dan
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Kode

Indikator

Isian Hasil Penilaian

Sumber
Data/
Lokasi Data

pengaduan serta Customner Service (dengan
sistem istirahat bergilir bagi pegawai tanpa
menghentikan pelayanan bagi publik saat
istirahat).

5. Jam Kkerja layanan harian dari 08.00 — 16.00
tanpa jeda waktu istirahat pelayanan, baik
untuk layanan informasi, konsultasi dan
pengaduan serta Customer Service (dengan
sistem istirahat bergilir bagi pegawai tanpa
menghentikan pelayanan bagi publik saat
istirahat). Adanya penambahan waktu ekstra
pelayanan misal; Sabtu/Minggu/Loket
Malam.

Definisi:

Responsif waktu yaitu penyesuaian waktu pelayanan yang memberikan keleluasaan

bagi pengguna layanan.

16.
Sumber
Kode Indikator Isian Hasil Penilaian Data/
Lokasi Data
2.b.Ak2 | Kesigapan Skala nilai: Dokumen:
pelaksana 0. Skala persepsi O s.d. 5 e Survey
dalam pengguna
memberikan layanan.
layanan ¢ Hasil
(kecepatan). survei F-
03
Lokasi:
1. Tersebar.
Definisi:
Kesigapan petugas yaitu kecepatan dalam memberikan respon pelayanan secara
cepat dan benar ketika berhadapan dengan pengguna layanan.

17.
Sumber
Kode Indikator Isian Hasil Penilaian Data/
Lokasi Data
2.d.K | Tersedia Aturan | Skala nilai: Dokumen:
Perilaku dan 0. Tidak tersedia aturan perilaku dan kode 1.SK
Kode Etik etik. penetapan
Pelaksana 1. Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelaksana Aturan
Layanan. Layanan hanya meliputi hak dan Perilaku
kewajiban. dan Kode
J Etik
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Sumber
Kode Indikator Isian Hasil Penilaian Data/
Lokasi Data
2. Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelaksana
Layanan meliputi hak kewajiban, dan
larangan KKN. Lokasi
. Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelaksana | Data:
Layanan meliputi hak dan kewajiban, 1. Unit
larangan KKN, dan larangan diskriminasi. | Pelayanan
. Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelaksana | 2. Bagian
Layanan meliputi hak dan kewajiban, Hukum
larangan KKN, larangan diskriminasi, dan
sanksi.
. Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelaksana
Layanan meliputi hak dan kewajiban,
larangan KKN, larangan diskriminasi,
sanksi dan penghargaan.
Definisi:
Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelaksana Layanan adalah pedoman sikap, perilaku,
perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai , serta hak dan kewajiban pelaksana
layanan dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada pengguna layanan.

18.
Sumber
Kode Indikator Isian Hasil Penilaian Data/
Lokasi Data
2.e.K1 | Pemberian Skala nilai: Dokumen:
penghargaan. 0. Tidak terdapat ketentuan terkait pemberian | 1.SK
penghargaan dan penerapan kepada penetapan
pelaksana layanan. pengharga
. Pemberian penghargan diberikan kepada an.
pegawai setiap 1 (satu) tahun.
. Pemberian penghargan diberikan kepada Lokasi:
pegawai setiap enam bulan. L. Unit :
. Pemberian penghargan diberikan kepada ’
. pelayanan
pegawai setiap empat bulan. it
. Pemberian penghargan diberikan kepada '
pegawai setiap 3 (tiga) bulan.
. Pemberian penghargan diberikan kepada
pegawai setiap 1 (satu) bulan.
Definisi:
Penghargaan adalah media apresiasi terhadap prestasi luar biasa bagi pelaksana
layanan yang telah menjalankan kewajibannya secara konsisten.
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19.
Sumber
Kode Indikator Isian Hasil Penilaian Data/
Lokasi Data
2.e.K2 | Pemberian Skala nilai: Dokumen:
Sanksi. 0. Pemberian sanksi kepada pegawai melebihi 1 1. SK
(satu) tahun sejak ditetapkan melanggar. penetapa

1. Pemberian sanksi diberikan kepada pegawai n
antara 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) pengharg
tahun sejak ditetapkan melanggar. oo Az

2. Pemberian sanksi diberikan kepada pegawai <
antara 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) sanksi.
bulan sejak ditetapkan melanggar. .

3. Pemberian sanksi diberikan kepada pegawai | Lokasi:
antara 3 (tiga) sampe 4 (empat) bulan sejak 1. Unit
ditetapkan melanggar. pelayanan

4. Pemberian sanksi diberikan kepada pegawai terkait.
antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan sejak 2. Website.
ditetapkan melanggar.

5. Pemberian sanksi diberikan kepada pegawai
selambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkan
melanggar.

Definisi:

Sanksi adalah media pembinaan terhadap bentuk pelanggaran pelaksana layanan
sebagai kendali penegakan disiplin berupa teguran sampai dengan pemecatan

terhadap kelemahan pelaksana layanan dalam menjalankan tugas dan

kewajibannya.
20.
Sumber
Kode Indikator Isian Hasil Penilaian Data/
Lokasi Data
2.g.Ak | Budaya Skala Nilai: Dokumen
Pelayanan 0.Tidak menerapkan budaya layanan. - Survei
1.Pelaksana layanan tidak berseragam khusus Publik
dan mengenakan Identitas Nama. - Observasi
2.Pelaksana layanan mengenakan pakaian
seragam khusus. Lokasi
3.Pelaksana layanan mengenakan pakaian Data:
seragam khusus, Identitas Nama.
4.Pelaksana layanan mengenakan pakaian
seragam khusus, Identitas Nama,
PIN/Atribut/logo unit pelayanan.
5.Pelaksana layanan mengenakan pakaian
seragam khusus, Identitas Nama,
PIN/Atribut/logo unit pelayanan,
mempraktekkan SS.
Definisi:

Budaya Pelayanan yaitu ekspresi, komitmen dan perilaku dalam menghadapi
pengguna layanan, baik berupa tindakan langsung maupun atribut.
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II. SARANA DAN PRASARANA
21.
Sumber
Kode Indikator Isian Hasil Penilaian Data/
Lokasi Data
3.a.As | Tersedia Skala Nilai: Dokumen:
tempat parkir | 0.Tidak tersedia tempat parkir/parkir - Survei
yang aman, sembarangan di pinggir jalan. Publik
nyaman dan 1.Tersedia tempat parkir khusus di luar area - Observasi
izt kantor dengan petugas parkir dengan tarif - Data
. berbayar. sekunder
digleses. 2.Tersedia tempat parkir khusus di luar area
kantor dengan petugas parkir dan gratis. Lokasi:
3.Tersedia tempat parkir yang luas di dalam area | ynpit
kantor dengan petugas parkir, pemeriksaan pelayanan
karcis/kartu parkir dan STNK, serta ada
perlakuan khusus bagi kelompok rentan.
4. Tersedia tempat parkir yang luas di dalam area
kantor dengan petugas parkir, pemeriksaan
karcis/kartu parkir dan STNK, terpisah antara
kendaraan roda dua dan roda empat serta ada
perlakuan khusus bagi kelompok rentan.
S.Tersedia tempat parkir yang luas di dalam area
kantor dengan petugas parkir, dilengkapi
CCTV, pemeriksaan karcis/kartu parkir dan
STNK, terpisah antara kendaraan roda dua dan
roda empat dengan tarif gratis serta ada
perlakuan khusus bagi kelompok rentan.
Definisi:

Sarana tempat parkir adalah fasilitas dan petugas khusus yang memberikan
layanan tempat, keamanan kendaraan, serta kenyamanan kepada masyarakat,
dengan akses yang mudah dan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif, dan ada
perlakuan khusus bagi kelompok rentan.

5.Sarana ruang tunggu dilengkapi fasilitas
televisi, bahan bacaan, monitor antrian,
AC/sirkulasi udara, air minum, dan fasilitas
penunjang (hotspot/wifi, area merokok
terisolasi, serta tersedia ruang ibadah baik
menyatu ataupun terpisah).

22.
Sumber
Kode Indikator Isian Hasil Penilaian Data/
Lokasi Data
3.b.K1 | Tersedia Skala Nilai: Dokumen:
sarana ruang | 0.Tidak tersedia ruang tunggu. - Survei
tunggu yang 1.Tersedia ruang tunggu tanpa fasilitas apapun. Publik
nyaman. Q.Sara.na'l ruang tunggu dilengkapi fasilitas - Observasi
televisi, bahan bacaan. - Data
3.Sarana ruang tunggu dilengkapi fasilitas sekunder
televisi, bahan bacaan AC/sirkulasi udara.
4.Sarana ruang tunggu dilengkapi fasilitas Lokasi:
televisi, bahan bacaan, AC/sirkulasi udara, air | ynit
minum. pelayanan
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Definisi:
Sarana ruang tunggu yang nyaman adalah fasilitas layanan ruang tunggu yang
bersih tertata rapi dan menyediakan seluruh kebutuhan dasar kpd masyarakat
dalam aktifitas menunggu dengan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif, dan
perlakuan khusus bagi kelompok rentan.

23.
Sumber
Kode Indikator Isian Hasil Penilaian Data/
Lokasi Data
3.b.As | Tersedia Skala Nilai: Dokumen:
sarana toilet 0.Tidak tersedia toilet Observasi
khusus 1.Tersedia toilet yang tidak terpisah antara pria
pengguna - . . Lokasi:
layanan yang 2.Toﬂe.t disediakan te.q-)lsah antara pria dan Unit
bersih, sehat \_Naml;taktanpa ada pilihan kloset duduk maupun | Pelayanan
. jongko
G 3.Toilet disediakan terpisah antara pria dan
wanita serta ada pilihan kloset duduk maupun
jongkok
4.Toilet disediakan terpisah antara pria dan
wanita serta ada pilihan kloset duduk maupun
jongkok dilengkapi wastafel
5.Toilet disediakan terpisah antara pria dan
wanita serta ada pilihan kloset duduk maupun
jongkok dilengkapi wastafeldan toiletres.
Definisi:
Sarana toilet khusus pengguna layanan bersih, sehat dan memadai adalah fasilitas
toilet yang diperuntukkan khusus bagi pengguna layanan yang senantiasa terjaga
bersih dengan ketersediaan air bersih dan toiletres yang cukup memadai serta
memperhatikan privacy.

24.
Sumber
Kode Indikator Isian Hasil Penilaian Data/
Lokasi Data
3.c.K | Tersedia Skala Nilai: Dokumen:
sarana 0. Tidak tersedia fasilitas khusus bagi pengguna | Observasi
prasarana kursi roda/difabel/lansia/ibu
bagi pengguna hamil/berkebutuhan khusus lainnya. Lol_{asi:
layanan yang L TerS(?dia loket khusus difabel/ lgnsia/ ibu Unit
berkebututian hamil/ perkebutuhan khusus !amnya. ' Pelayanan
I — 2. Tersedia step lobby/ramp bagi pengguna kursi

roda.

3. Tersedia step lobby bagi pengguna kursi roda,
tersedia loket khusus difabel/lansia/ibu
hamil/berkebutuhan khusus lainnya.

4. Tersedia step lobby/ramp bagi pengguna kursi
roda, tersedia toilet khusus difabel, tersedia
loket khusus difabel/lansia/ibu
hamil/berkebutuhan khusus lainnya.

729
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Sumber
Kode Indikator Isian Hasil Penilaian Data/
Lokasi Data
5. Tersedia step lobby/ramp bagi pengguna kursi

roda, tersedia toilet khusus difabel, tersedia

loket khusus difabel/lansia/ibu

hamil/berkebutuhan khusus lainnya serta ada

petugas khusus yang membantu.
Definisi:
Sarana prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus adalah
fasilitas yang disediakan khusus untuk memenuhi kebutuhan dasar pengguna
layanan berkebutuhan khusus dalam menjalani aktifitas pengurusan layanan.

25.
Sumber
Kode Indikator Isian Hasil Penilaian Data/
Lokasi Data
3.d.A | Tersedia Skala Nilai: Dokumen:
sl sarana 0. Tidak tersedia kantin, fotocopy/mesin ATM, Observasi
prasarana Ruang Laktasi/nursery, arena bermain anak, .
penunjang ruang merokok _ Lokasi:
lainnya: 1. Tersed}a fotocppy/mesm ATM - Unit
Ruang 2. Tersedia kantin dan fotocopy/mesin ATM Pelayanan
Laktasi/nurse 3. Tersedi'a kantin, fotocopy/mesin ATM, Ruang
Laktasi/nursery.
Iy, are?la 4. Tersedia kantin, fotocopy/mesin ATM, Ruang
bermain Laktasi/nursery, arena bermain anak.
anak, 5. Tersedia kantin, fotocopy/mesin ATM, Ruang
kantin/fotoco Laktasi/nursery, arena bermain anak, ruang
py/mesin merokok.
ATM, ruang
merokok
Definisi:
Sarana prasarana penunjang lainnya adalah fasilitas khusus bagi pengguna
layanan yang tidak langsung terkait pengurusan perijinan.

26.
Sumber
Kode Indikator Isian Hasil Penilaian Data/.
Lokasi
Data
3.e.As2 | Tersedia Skala Nilai: Dokumen:
saranafront | O. Tidak tersedia sarana front office layanan Observasi
ofﬁce untuk konsultasi.
layanan 1. Tersedia sarana Front Office untuk layanan Lokasi:
konsiliasi konsultasi dan informasi berupa meja khusus Unit
- (dapat digabung dengan pengaduan dan pelayanan
. . informasi) yang tidak terpisah dari layanan
informasi lai
K ainnya.
tatap muka | 5 rergedia sarana Front Office untuk layanan
langsung. konsultasi dan informasi berupa meja khusus
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Kode

Indikator

Isian Hasil Penilaian

Sumber
Data/
Lokasi
Data

(dapat digabung dengan pengaduan dan
informasi) yang terpisah dari layanan lainnya,
namun tidak di bagian depan kantor/tidak
terlihat/tidak mudah diakses.

3. Tersedia sarana Front Office untuk layanan
konsultasi dan informasi berupa meja khusus
(dapat digabung dengan pengaduan dan
informasi) di bagian depan
kantor/terlihat/mudah diakses yang terpisah
dari layanan lainnya.

4. Tersedia sarana Front Office untuk layanan
konsultasi dan infromasi berupa ruangan khusus
(dapat digabung dengan pengaduan dan
informasi) namun tidak di bagian depan
kantor/tidak terlihat/tidak mudah diakses.

5. Tersedia sarana Front Office untuk layanan
konsultasi dan infromasi berupa ruangan khusus
(dapat digabung dengan pengaduan dan
informasi) di bagian depan
kantor/terlihat/mudah diakses yang terpisah
dari layanan lainnya.

Definisi:

Sarana Front Office layanan konsultasi adalah fasilitas/tempat khusus untuk
layanan konsultasi tatap muka langsung di kantor pelayanan. Dapat berupa ruang

khusus atau meja layanan khusus.

27.
Sumber
Kode Indikator Isian Hasil Penilaian Data/Lokasi
Data

3.e.As4 | Tersedia Skala Nilai: Dokumen:
sarana front 0. Tidak tersedia sarana front office layanan Observasi
office untuk pengaduan.
layanan 1. Tersedia sarana Front Office untuk layanan Lokasi:
pengaduan pengaduan berupa meja khusus (dapat Unit

digabung dengan informasi dan konsultasi) 1

tatap muka : . ) . pelayanan
langsung yang tidak terpisah dari layanan lainnya.

2. Tersedia sarana Front Office untuk layanan
pengaduan berupa meja khusus (dapat
digabung dengan informasi dan konsultasi)
yang terpisah dari layanan lainnya, namun
tidak di bagian depan kantor/tidak
terlihat/tidak mudah diakses.

3. Tersedia sarana Front Office untuk layanan
pengaduan berupa meja khusus (dapat
digabung dengan informasi dan konsultasi) di
bagian depan kantor/terlihat/mudah diakses
yang terpisah dari layanan lainnya.

4. Tersedia sarana Front Office untuk layanan
pengaduan berupa ruangan khusus (dapat
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Kode

Indikator

Isian Hasil Penilaian

Sumber
Data/Lokasi
Data

digabung dengan informasi dan konsultasi)
namun tidak di bagian depan kantor/tidak

terlihat/tidak mudah diakses.

5. Tersedia sarana Front Office untuk layanan
pengaduan berupa ruangan khusus (dapat
digabung dengan informasi dan konsultasi) di
bagian depan kantor/terlihat/mudah diakses

yang terpisah dari layanan lainnya.

Definisi:

Sarana Front Office layanan pengaduan adalah fasilitas/tempat khusus untuk
layanan pengaduan tatap muka langsung di kantor pelayanan. Dapat berupa ruang
khusus atau meja layanan khusus.
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Kode

Indikator

Isian Hasil Penilaian

Sumber/
Lokasi
Data

4.a.T

Sistem
informasi
pelayanan
publik untuk
informasi
publik.

Skala Nilai:

0.Tidak tersedia sistem informasi pelayanan

publik baik elektronik maupun non elektronik.

1. Tersedia sistem informasi pelayanan publik

2.

.Sistem informasi

. Sistem informasi

non elektronik.

Sistem informasi pelayanan publik elektronik
belum online hanya bisa diakses di tempat
layanan namun hanya sebagian informasi
diantaranaya meliputi unsur profil
penyelenggara dan profil pelaksana.

pelayanan publik telah
online/website hanya sebagian dan memenuhi
unsur profil penyelenggara, pelaksana, standar
pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan
pengaduan dan penilaian kinerja lembaga.
pelayanan publik sudah
elektronik tetapi tidak online/hanya bisa
diakses di tempat layanan namun telah
memenuhi  unsur  profil penyelenggara,
pelaksana, standar pelayanan, maklumat
pelayanan, pengelolaan pengaduan dan
penilaian kinerja lembaga.

. Sistem informasi pelayanan publik telah online

dan telah memenuhi unsur profil
penyelenggara, pelaksana, standar pelayanan,
maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan
dan penilaian kinerja lembaga.

Dokumen:

Lokasi:

Definisi:

Sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik adalah sistem informasi

yang sekurang-kurangnya meliputi

profil penyelenggara, pelaksana,

standar

pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan dan penilaian kinerja
lembaga, yang disajikan untuk kebutuhan publik. (UU No0.25/2009)
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29.
Sumber/
Kode Indikator Isian Hasil Penilaian Lokasi
Data
4.a.B | Sistem Skala Nilai: Dokumen:
informasi 0.Tidak tersedia sistem informasi pendukung | 1.
pelayanan operasional pelayanan publik.
publik 1. SIPP dilfembar.lgka'n melipu.ti sistem dat.a Lokasi:
pendukung mforlpasL Aplikasi otomasi proses kerja | 1. Unit
operasional (bussme_ss process). _ _ _ pelayana
e 2, SIPP d]lfemballlgka.n mehpu.tl sistem daI.;a n
pelay informasi, Aplikasi otomasi proses Kkerja | 2. website
(bussiness process), Keuangan.
3.SIPP dikembangkan meliputi sistem data
informasi pelayanan, Aplikasi otomasi proses
kerja (bussiness process), Keuangan, sistem
pengelolaan pengaduan.
4. SIPP dikembangkan meliputi sistem data
informasi pelayanan, Aplikasi otomasi proses
kerja (bussiness process), Keuangan, sistem
pengelolaan pengaduan) dan SKM.
5.SIPP dikembangkan meliputi sistem data
informasi pelayanan, Aplikasi otomasi proses
kerja (bussiness process), Keuangan, sistem
pengelolaan pengaduan), SKM dan SDM.
Definisi:
Sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan adalah
sistem informasi yang mengintegrasikan dan mensinkronisasikan sistem data dan
informasi yang menunjang menkanisme kerja antar unit pelayanan dalam instansi

30.
Sumber
Kode Indikator Isian Hasil Penilaian Data/ Lokasi
Data
4.a.Ak1 | Kepemilikan Skala Nilai: Dokumen:
situs dan 0. Tidak terhubung dengan dunia maya 1. Dokumen
Pengelola 1. Tidak memiliki situs hanya Perijinan
Situs memanfaatkan/akun di media sosial 2. Peraturan
2. Situs merupakan milik kantor pusat dan Perundang-
dikelola oleh kantor pusat. undangan
3. Situs merupakan milik kantor pusat dan yvang berlaku
dikelola oleh unit penyelenggara
4. Situs merupakan milik unit penyelenggara | Lokasi:
dan dikelola oleh pihak ke-3 1. Unit
5. Situs merupakan milik unit penyelenggara pelayanan
dan dikelola oleh unit penyelenggara 2. website
Definisi:
Kepemilikan situs dan pengelola situs unit pelayanan adalah kepemilikan terhadap
domain yang memuat informasi atau aplikasi sistem informasi yang dikelola
petugas.
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31.
Sumber
@ & N o Data/
Kode Indikator Isian Hasil Penilaian .
Lokasi
Data
4.a.Ak2 | Pemutakhiran | Skala Nilai: Dokumen:
data dan 0. Tersedia informasi pelayanan publik yang
informasi tidak dimutakhiran. Lokasi:
situs. 1. Pemutakhiran informasi pelayanan publik
telah dilakukan setiap tahun.
2. Pemutakhiran informasi pelayanan publik
telah dilakukan setiap semester.
3. Pemutakhiran sistem informasi pelayanan
publik setiap bulan.
4. Pemutakhiran sistem informasi pelayanan
publik dilakukan setiap minggu.
5. Pemutakhiran informasi pelayanan publik
dilakukan secara terus menerus setiap hari.
Definisi:
Pemutakhiran data dan informasi situs adalah pembaruan data, informasi dan
aplikasi yang disajikan dalam situs unit pelayanan.

32.
Sumber
p g ‘ —_— Data/
Kode | Indikator Isian Hasil Penilaian P
Lokasi
Data
4.b.T | Tersedia Skala Nilai: Dokumen:
informasi 0. Tidak tersedia informasi non elektronik
non 1. Informasi non elektronik berupa poster / spanduk / | Lokasi:
elektronik leaflet / buku / dokumen / bahan cetak lain yang
yang b_erisi profil pepyelenggar_a, prqﬁl p_elaksana dil _
mendukung didokumentasikan dan dipublikasikan hanya di area
| —— ruang pe!ayanan .
pelay . Informasi non elektronik berupa poster / spanduk /
yalls . leaflet / buku / dokumen / bahan cetak lain yang
diketahui berisi profil penyelenggara, profil pelaksana dll
seluruh didokumentasikan dan dipublikasikan di area ruang
lapisan pelayanan dan ruang publik (contoh alun-alun,
masyarakat perempatan jalan dli).

. Informasi non elektronik berupa poster / spanduk /

leaflet / buku / dokumen / bahan cetak lain yang
berisi profil penyelenggara, profil pelaksana dll
didokumentasikan dan dipublikasikan di area ruang
pelayanan, ruang publik (contoh alun-alun,
perempatan jalan dll) dan perpustakaan
daerah/pusat.

. Informasi non elektronik berupa poster / spanduk /

leaflet / buku / dokumen / bahan cetak lain yang
berisi profil penyelenggara, profil pelaksana dll
didokumentasikan dan dipublikasikan di area ruang
pelayanan, ruang publik (contoh alun-alun,
perempatan jalan dll), perpustakaan daerah/pusat
dan kantor pemerintah yang lain.
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Sumber
Kode | Indikator Isian Hasil Penilaian Data/.
Lokasi
Data
5. Informasi non elektronik berupa poster / spanduk /
leaflet / buku / dokumen / bahan cetak lain yang
berisi profil penyelenggara, profil pelaksana dll
didokumentasikan dan dipublikasikan di area ruang
pelayanan, ruang publik (contoh alun-alun,
perempatan jalan dll), perpustakaan daerah/pusat,
kantor pemerintah yang lain, dan didistribusikan ke
stakeholder.
Definisi:
Informasi non elektronik yaitu informasi berupa poster / spanduk / leaflet / buku /
dokumen / bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profil pelaksana dll
bagi masyarakat yang tidak memiliki akses IT atau tidak melek IT.

www.peraturan.go.id



-65-

IV. KONSULTASI DAN PENGADUAN

2018, No.729

33.
Sumber
Kode Indikator Isian Hasil Penilaian Data/ Lokasi
Data
5.1.a.K | Tersedia Skala Nilai: Dokumen:
sarana dan 0.Tidak ada sarana dan petugas.
media 1. Tidak ada petugas khusus dan konsultasi | Lokasi:
konsultasi hanya bersifat tatap muka.
layanan yg bisa 2 zl’kda petugas khusus untuk konsultasi
. angsung.
géﬁ?gf?;;f:;; 3. Petugas khusus dan ruang khusus
konsultasi, tatap muka dan telepon.
masyarakat. 4. Petugas khusus dan pemberian
konsultasi melalui website, media telepon
dan tatap muka di ruang khusus.
5. Sarana dan petugas lengkap (media
sosial, email, surat, telepon, tatap muka,
tempat khusus, dan petugas khusus).
Definisi:

Sarana dan media konsultasi adalah fasilitas dan petugas khusus yang
memberikan layanan konsultasi kpd masyarakat dengan perlakuan yang sama,
tidak diskriminatif, dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.

34.

Kode

Indikator

Isian Hasil Penilaian

Sumber
Data/
Lokasi Data

5.1.a.As

Tersedia

, dan publikasi
konsultasi yang
mudah diakses.

rubrik,dokumentasi

Skala Nilai:

0. Tidak ada dokumentasi.

1. Terdapat sistem dokumentasi/arsip
manual.

2. Terdapat sistem dokumentasi/arsip
dengan bentuk softcopy dan
hardcopy.

3. Terdapat sistem dokumentasi/arsip
berbasis IT dan manual, dan dapat
diakses berdasarkan permintaan.

4. Terdapat sistem dokumentasi/arsip
IT dan manual dan dapat diakses
secara langsung.

5. Arsip proses konsultasi
terdokumentasi dan mudah diakses
di website, majalah, dokumen/arsip
lainnya.

Dokumen:

Lokasi:

Definisi:

Rubrik, dokumentasi dan publikasi hasil konsultasi adalah arsip proses konsultasi

sebelumnya yang dapat dijadikan referensi.
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35.
Sumber
Kode | Indikator Isian Hasil Penilaian Data/ Lokasi
Data
5.2.a.K | Tersedia Skala nilai: Dokumen:
sarana 0. Tidak ada sarana dan petugas pelayanan 1. Obesrvasi
dan pengaduan. 2. SK
media 1. Terdapat sarana pelayanan pengaduan (kotak Penetapan
pelayanan pengaduan) di lokasi pelayanan_ namun tidak ada Petugas
Jun petugas khusu yang menangani pengaduan. Pelayanan
penga. 2. Terdapat sarana pelayanan pengaduan dan Pengaduan
nyg bisa petugas khusus yg menangani pengaduan
dimanfaat maupun menerima pengaduan langsung. Lokasi:
kan 3. Terdapat sarana pelayanan pengaduan melalui Unit
semua media/publikasi lokal dan petugas khusus yg Pelayanan
lapisan menangani pengaduan.
masyarak | 4. Terdapat media pelayanan pengaduan berbasis
at online dan petugas khusus yg menangani
pengaduan.
5. Terdapat lengkap sarana dan petugas pelayanan
pengaduan (online, media sosial, email, surat,
telpon,kotak pengaduan, tatap muka, tempat
khusus, dan petugas khusus).
Definisi:
Sarana dan media pengaduan adalah fasilitas dan petugas khusus yang
memberikan layanan pengaduan kpd masyarakat dengan perlakuan yang sama,
tidak diskriminatif, dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.

36.
Sumber
Kode Indikator Isian Hasil Penilaian Data/ Lokasi
Data
5.2.a.As | Tersedia rubrik, | Skala nilai: Dokumen:
dokumentasi, 0. tidak ada dokumentasi. e Objektif
dan publikasi 1. Terdapat sistem dokumentasi/arsip |¢ Survei
proses/hasil manual. publik
pengaduan yang | 2. Terdapat sistem dokumentasi/arsip
mudah diakses. dengan bentuk softcopy dan hardcopy
3. terdapat sistem dokumentasi/arsip Lokasi:
berbasis IT dan manual, dan dapat e Lapangan
diakses berdasarkan permintaan. e Website
4. Terdapat sistem dokumentasi/arsip
IT dan manual dan dapat diakses
secara langsung.
5. Arsip proses/hasil pengaduan
terdokumentasi dan mudah diakses di
website, majalah, dokumen/arsip
lainnya
Definisi:
Rubrik, dokumentasi dan publikasi proses/hasil pengaduan adalah arsip
proses /hasil pengaduan sebelumnya yang dapat dijadikan referensi.
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Kode Indikator

Isian Hasil Penilaian

Sumber
Data/ Lokasi
Data

masyar

masyar

masyar

masyar

6 Tersedia Inovasi | Skala nilai:

0. tidak tersedia inovasi.

1. tersedia inovasi, dilaksanakan kurang
dari 1 tahun

2. tersedia inovasi, dilaksanakan lebih dari
1 tahun dan memberi manfaat pada

akat, namun tidak berkelanjuutan

3. tersedia inovasi, dilaksanakan lebih dari
1 tahun dan memberi manfaat pada

akat, berkelanjutan

4. tersedia inovasi, dilaksanakan lebih dari
1 tahun dan memberi manfaat pada

akat, berkelanjutan dapat atau

sudah direplikasi
5. tersedia inovasi, dilaksanakan lebih dari
1 tahun dan memberi manfaat pada

akat, berkelanjutan dapat atau

sudah direplikasi serta sudah
diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi
Pelayanan Publik/sudah mendapat
pernghargaan

Lokasi:
e Lapangan
o Website

Definisi:

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan
gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan
manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung

Mohon sebutkan jenis inovasi di Unit Kerja Saudara:

Catatan:

Inovasi paling tidak memenuhi unsur:
1. Kebaruan dan keunikan

2. Dampak dan manfaat

3. Keberlanjutan

4. Dapat direplikasi
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38.

Sumber
Kode Indikator Isian Hasil Penilaian Data/ Lokasi
Data

7 Penghargaan Skala nilai: Lokasi:

yang diterima 0. tidak pernah mendapatkan penghargaan. |e Lapangan

1. Pernah mendapatkan penghargaan ¢ Website
tingkat daerah/nasional

2. Pernah mendapatkan penghargaan
tingkat daerah dan nasional

3. Pernah mendapatkan penghargaan
tingkat daerah, nasional, dan
internasional

4. Pernah mendapatkan penghargaan
tingkat daerah, nasional dan
internasional lebih dari 1 kali dalam
kurun waktu 2 tahun

5. Pernah mendapatkan penghargaan
tingkat daerah, nasional dan
internasional lebih dari 1 kali dalam
kurun waktu 2 tahun dengan predikat
memuaskan

Definisi:

Penghargaan di bidang pelayanan publik yang diselenggarakan dalam tingkat
daerah, nasional maupun internasional dan dapat dibuktikan dengan bukti
penghargaan dimaksud

Mohon sebutkan jenis penghargaan di bidang pelayanan publik
yang diterima unit kerja Saudara baik di tingkat Daerah,
Nasional, maupun Internasional:

- Terima Kasih -
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D. FORM ISIAN KUISIONER PENGGUNA JASA (FORM 03)

LEMBARPENILAIANKINERJ
A UNITPENYELENGGARA F O 3
PELAYANANPUBLIK(UPP) -

Form Responden

Unit Pelayallan R P P P PP P PR LT PT POy
Kabupaten/ Kota F T R R T T e P PR PR P PR PR PR

Propinsi

PETUNJUK SINGKAT PENGISIAN KUESIONER

SetiapRespondenwajibmengisikolom penilaianyangdisediakansecaraobjektif
padaangkayang dianggapsesuai. Beritanda silang (X)pada angka yang
palingsesuaidenganpenilaian Anda
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I. KEBIJAKAN PELAYANAN

DerajatPenilaian
Sangat Sangat
No. Kode Isu Baik Buruk
Urut & é
OO@E®®
1. 1.a.K1| Informasitentangpersyaratanmemberikemudahand
ankeadilandalampelayanan. 0006006
2. 1.a.K1| Informasitentangprosedurmemberikemudahandank]
eadilandalam pelayanan. 000006
3. 1.a.K1| Informasitentangtarifmemberikemudahandan
keadilandalam pelayanan. 0006006
4, 1.a.K1| Informasitentangwaktumemberikemudahandan
keadilandalam pelayanan. 0006006
S. 1.a.K3| Sistemantrianyangditerapkanmencerminkankeadila

npelayanan. ©O@E®E

6. l.a.P | Pelibatanmasyarakatdanpihakterkaitdidalam

penyusunanStandarPelayanan. ©ORE®E

7 1l.a.As | PublikasiStandarPelayanandiberbagaitempatdan
mediainformasimemudahkanpenggunalayanan. 0006006

8. l.c.P | SurveiKepuasanMasyarakat(SKM)menjadiwadah
partisipasimasyarakatdalammenyampaikanaspira 000000

S1.

9. l.c.T | PublikasihasilSKM
yangtersediadiberbagaitempatdanmediainformasime OOE®E)
mberikaninformasisecara transparan.

II. PROFESIONALISME SDM

10. | 2.b.Ak| Waktupelayanan(jamkerjalayanantanpajedawaktuist
1 irahat,layananinformasi,konsultasidanpengaduan, [(0)(D@3)@)E)
customerservice)sesuaidenganyangditetapkan

11. | 2.b.Ak| Kesigapanpetugaslayanandalam Pemberikan

2 pelayanan. 006006

12. 2.g.A | Sikap,perilakudanatribut

k yangdikenakanpetugas 0006006

lavananmencerminkannelavananvancherknalit
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DerajatPenilaian
% I su SangatSangat
U:ﬁt Kode BaikBuruk
III. SARANAPRASARANA
13. | 8.a.As | Tempatparkiraman,nyamandanmudahdiakses. @ @ @ @ @ @
14. | 3.b.K1| Saranaruangtunggunyaman. @@@@@@
15. | 38.b.As | Saranatoiletkhususpenggunalayananbersih,sehatd
anmemadai. @@@@@@
16. | 3.c.K | Saranaprasaranabagipenggunalayananberkebutuh
ankhususmemadai. @@@@@@
17. | 8.d.As | Sarana prasarana penunjang lainnya:
1 Ruang Laktasi/nursery, arena bermain anak, @®@®@®
kantin/fotocopy/mesin ATM yang memadai.
IV. SISTEMINFORMASI PELAYANAN PUBLIK
18. #4.a.T Sisteminformasipelayananpublik
(SIPP)secaraonlinetelahmemuatinformasitentangun
itpelayanansecara transparan.
(SIPPharusmemuatprofilpenyelenggara,
pelaksana,standarpelayanan,maklumatpelayan >@ @ @ @
an, pengelolaanpengaduandanpenilaiankinerja
lembagal).
19. #.a.Ak2 | Pemutakhiraninformasipelayananpublikdilak
ukan secaraterusmenerus. )@@@@
20. [@4.b.T Informasinonelektronikmendukungpelayanansecar
atransparan. )@@@@
V. KONSULTASIDAN PENGADUAN
21. [.l.a.K | Layanankonsultasidan
informasitatapmukalangsungmudahdiakses. )@ @ @ @
22. [B.2.a.K | Layananpengaduantatapmukalangsung

memudahkanpenggunalayanan.

YOO06),
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A. BERITA ACARA PENILAIAN

BERITA ACARA PENILAIAN

Pada hari  ini,  .cccooiiiie e tanggal......coooeviiiiiiinnennn.
Tahun............. , bertempat di ......ccooeeeiiiiiiii. , telah dilaksanakan kegiatan
penilaian pelayanan prima unit pelayanan publik di Lingkungan Kementerian
Perhubungan pada unit pelayanan publik :

Dan dihadiri oleh perwakilan unit pelayanan publik sebagaimana daftar hadir
terlampir.

Demikian berita acara penilaian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
(lampiran hasil penilaian)

...................................... , tanggal, bulan, tahun
Tim Penilai Independen Perwakilan UPP Yang di nilai
(NAMA) (NAMA)
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E. KATEGORI NILAI KINERJA UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

Untuk mengetahui kinerja unit penyelenggara pelayanan publik. Nilai indeks
yang diperoleh dari hasil penyimpulan data diklasifikasikan dalam 9
(sembilan) kategori sebagaimana tabel berikut

Range Nilai | Kategori Makna
0-1,00 F Gagal
1,01- 1,50 E Sangat Buruk
1,51- 2,00 D Buruk
2,01- 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan)
2,51- 3,00 C Cukup
3,01- 3,50 B- Baik (Dengan Catatan)
3,51- 4,00 B Baik
4,01- 4,50 A- Sangat Baik
4,51- 5,00 A Pelayanan Prima

F. KATEGORI JENIS PELAYANAN

a. Kategori pelayanan publik bidang transportasi darat, terdiri atas:
Unit Pelayanan Jasa Terminal Angkutan Penumpang;

g h W N =

Unit Pelayanan Jasa Terminal Angkutan Barang;
Unit Pelayanan Jasa Angkutan Penumpang;
Unit Pelayanan Jasa Administrasi dan Perizinan/Non Perizinan;

Unit Pelayanan Jasa Pendidikan Transportasi;

b. Kategori pelayanan publik bidang transportasi kereta api, terdiri atas:

1
2
3

5

c. Kategori pelayanan publik bidang transportasi laut, terdiri atas:

. Unit Pelayanan Jasa Stasiun Angkutan Penumpang;
. Unit Pelayanan Jasa Stasiun Angkutan Barang;

. Unit Pelayanan Jasa Angkutan Penumpang;

4. Unit Pelayanan Jasa Administrasi dan Perizinan/Non Perizinan;
. Unit Pelayanan Jasa Pendidikan Transportasi;

1. Unit Pelayanan Jasa Terminal Angkutan Penumpang;
2. Unit Pelayanan Jasa Terminal Angkutan Barang;
3. Unit Pelayanan Jasa Angkutan Penumpang;

4. Unit Pelayanan Jasa Administrasi dan Perizinan/Non Perizinan;

5. Unit Pelayanan Jasa Pendidikan Transportasi;

d. Kategori pelayanan publik bidang transportasi udara, terdiri atas:
. Unit Pelayanan Jasa Terminal Angkutan Penumpang;
. Unit Pelayanan Jasa Terminal Angkutan Barang;

. Unit Pelayanan Jasa Angkutan Penumpang;

4. Unit Pelayanan Jasa Administrasi dan Perizinan/Non Perizinan;
. Unit Pelayanan Jasa Pendidikan Transportasi;

1
2
3

5
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G. PENGHITUNGAN INDEKSPELAYANAN PUBLIK

Penentuan nilai indeksdilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan Nilai Untuk Setiap Indikator

Setiap pertanyaan dalam kuesioner memilikibobotyang berbeda-beda
disesuaikan dengan bobot per aspek.Karena nilai indeks merupakan
nilaikompositdari  3formulir,makanilaiperindikatormerupakan nilai

rerata formulir FO1, FO2, dan FO3 dikali dengan bobot indikator.

Nilai per indikator:(Nilai FO1 + Nilai FO2 + Nilai FO3)xbobot perindikator
3

2. Menentukannilai setiap aspek

Nilai indeks tidak hanya bertujuan memberikan hasil akhir nilai saja,
tetapi juga dapat dijadikan dasar perbaikan pelayanan, dimana
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat melihat aspek
manayangsudah baikdanaspekmanayangmasihmembutuhkan
perbaikan.Nilaisetiapaspekdiperolehdenganmenjumlahkannilai per

indikator dalam satu aspek.

Nilai per aspek:} nilai perindikator
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3. Menentukan Indeks

Setelah nilai indikator dan dan nilai aspek diketahui, maka langkah
selanjutnya adalah menghitung nilai indeks dengan rumus sebagai

berikut:

Nilai Indeks:Y (nilai aspek pxbobot aspek )

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

www.peraturan.go.id



